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ABSTRAK 
 
Nama Penyusun  : Muhammad Ramli 
NIM : 30600112089 
Judul Skripsi : “Patronase Politik Dalam Demokrasi Lokal (Analisis Terhadap 
Terpilihnya Hj. Marniwati Pada Pemilukades di Desa Jojjolo 
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba)”. 
 
Penelitian ini mengkaji tentang patronase politik terpilihnya Hj. Marniwati 
pada Pemilukades di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses pemilihan kepala desa 
di Desa  Jojjolo guna memberikan pemahaman baru terhadap masyarakat petani 
(klien) agar tidak mengabdikan dirinya lagi terhadap kepentingan politik tokoh 
masyarakat (patron). Adapun teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori 
elit, teori kekuasaan, teori partisipasi politik, serta teori konsep patronase dalam 
pemilu.   
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis 
deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau mengambarkan secara 
akurat mengenai hubungan patron-klien di desa jojjolo. Metode  pengumpulan 
data dalam penelitian ini mengunakan Library research dan field Research yaitu 
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.  
Hasil penelitian menemukan bahwa hubungan patron klien dalam 
pemilihan kepala desa di Desa Jojjolo sangat berpengaruh dalam memenangkan 
Hj. Marniwati. Adapun bentuk patronase dalam pilkades yang terjadi dalam 
hubungan ekonomi, dan politik. Dalam hubungan ekonomi yang dimaksud adalah 
tokoh masyarakat (patron) memiliki kekayaan, dan keterampilan yang diperlukan 
kehadirannya bagi masyarakat petani (klien). Sehingga klien merasa terbantu atas 
bantuan seorang tokoh masyarakat (patron), kemudian klien membalas kebaikan 
atas bantuan yang diberikan kepadanya sehingga dapat mengabdikan dirinya atas 
kepentingan seorang patron. Sedangkan dalam hubungan politik adalah tokoh 
masyarakat (patron) punya peranan penting dalam setiap pemilihan, sehingga Hj. 
Marniwati dapat membangun kemunikasi terhadap patron dengan tujuan 
memenangkan pemilukades. Adapun pengaruh patronase terhadap partisipasi 
pemilih di desa Jojjolo yakni: a) Dikuasainya suara pada pilkades disebabkan 
karena tokoh masyarakat (patron) ikut terlibat dalam memperebutkan jabatan 
politik untuk mendukung Hj. Marniwati dalam pemilihan kepala desa (pilkades) 
di Desa Jojjolo, kemudian bentuk hubungan ini merupakan balas jasa dari klien 
atas dasar bantuan yang diberikan kepadanya . b) tingginya partisipasi pemilih 
dalam pilkades karena masyarakat petani (klien) merasa berutang budi terhadap 
bantuan patron, sehingga menyebabkan klien berpartisipasi dalam memilih Hj 
Marniwati sebagai calon kepala desa di Desa Jojjolo.  
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan 
Pancasila, masih dalam taraf perkembangan mengenai sifat dan ciri-cirinya 
terdapat pelbagai tafsiran serta pandangan.1 Demokrasi sebagai suatu proses yang 
telah meniscayakan semangat persamaan dan kebersamaan demi tercapainya 
kebaikan dalam berpolitik. Di banyak negara berkembang, tampaknya sulit untuk 
direalisasikan kesejatiannya. Dibukanya sistem pemilihan umum secara langsung 
yang merupakan desain kelembagaan yang dimaksudkan untuk memperbaiki 
kualitas Demokrasi di Indonesia. 
Gagasan dari pemilihan umum (disebut pemilu) memang ideal, dimana 
rakyat ditingkat lokal dapat berpartisipasi menentukan sendiri pimpinan 
daerahnya. Pelaksanaan pemilu atau masa pemilihan kepala Desa di Kecamatan 
Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dimana warga masyarakat, yang sudah punya 
hak untuk terlibat didalam pemilukades, jadi sasaran perebutan oleh kekuatan 
politik seperti Tokoh masyarakat.2 Kekuatan politik yang bertarung 
memenangkan pemilukades tak punya pilihan lain, selain menciptakan kondisi 
terbaik dan menarik untuk merebut hati warga masyarakat yang akan memilih. 
Pola relasi seperti ini di Indonesia lazim disebut sebagai hubungan “asalkan 
tuanku senang”, tuan sebagai superior yang mengatur skenario dan anak buah 
sebagai inferior yang menjalankan skenario. 
1Miriam Budiarjdo, Dasar-dasar llmu Politik, edisi revisi, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka 
Utama, 2008), h. 106. 
2Indra Purbono Ishak, Peta Kekuatan Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Tana Toraja 
Tahun 2010, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, 
(Universitas Hasanuddin Makassar, 2012), h. 4-5. 
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Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah pesta demokrasi rakyat pedesaan 
yang didalamnya kebebasan memilih rakyat tetap terjamin3. Dalam pemilihan 
Kepala Desa, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh rakyat yang sudah 
terdaftar sebagai pemilih. Oleh karenanya dalam rangka penyelenggaraan 
pemilukades rakyat seharusnya diberikan kebebasan dalam memilih tanpa ada 
keterikatan terhadap kepentingan politik seorang patron. 
Untuk mendukung terselenggaranya pemilihan Kepala Desa berbagai 
peraturan perundang-undangan yang adapun seperti halnya. Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) juga dimasukkan 
karena akan digunakan sebagai sarana menekan terjadinya penyimpangan 
sekaligus untuk menegakkan aturan hukum yang ada. Sebagai suatu kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat 
yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah 
Kabupaten, desa merupakan suatu daerah yang sangat potensial dalam berbagai 
hal. Baik dalam hal sumber daya alam maupun manusia serta kewilayahannya. 
Adanya perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa dengan segenap aparat 
maupun adanya Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut APD, harus 
mampu menjadi kekuatan penggerak jalannya pemerintahan di desa4. 
Namun kerap yang terjadi dalam pemilihan kepala desa sebagaimana 
halnya Pola hubungan patronase yang ada dalam masyarakat Indonesia telah 
menghambat pemilu memenuhi tuntutan demokratisasi yang menjunjung tinggi 
kebebasan dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan menggunakan 
3Ngabiyanto dkk,  Bunga Rampai Politik dan Hukum, (Semarang: Rumah Indonesia, 
2006), h.80 
4Bambang Budiono, Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan Di Indonesia, 
(Jogjakarta: Renika, 2000) 
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teori patron-klien, diketahui terdapat patronase yang kuat dalam pemilihan calon 
kepala desa, dimulai dari penyeleksian calon hingga dukungan masyarakat. 
Pemilu yang kental dengan praktek patronase telah membelenggu masyarakat 
walau tercatat terselenggara dengan baik dan demokratis. Dukungan masyarakat 
atas pencalonan harusnya didasarkan pada kesadaran bukan ketertundukan 
sehingga berlanjut pada kontrol yang obyektif terhadap urusan-urusan 
pemerintahan5. 
Patron klien tumbuh subur pada masyarakat yang memiliki persoalan 
sosial, dan ekonomi yang komplek seperti minimnya sumber daya alam yang 
tersedia. Lapisan sosial  masyarakat yang mengalami umumnya di kalangan 
petani, nelayan, dan pedagang. Di pedesaan atau pinggiran kota, bentuk hubungan 
antara patron (tuan) klien (pekerja), dengan cara memberikan bantuan terhadap 
keperluan klien misalnya kemudahan untuk memperoleh lapangan usaha, 
pinjaman untuk kebutuhan mendadak (sakit, biaya sekolah anak, konsumtif).6 
Klien menerima kebaikan tersebut sebagai ”hutang budi”, menghargai, dan 
berkomitmen untuk membantu patron dengan  jasa dan tenaga yang mereka 
miliki. Pola-pola relasi sosial yang demikian dapat dilihat pada hubungan antara 
pemilik lahan pertanian luas (petani kaya) dengan para buruh taninya dan orang-
orang di sekitarnya yang kemampuan ekonominya terbatas. 
Tujuan dasar dari hubungan patron dan klien sebenarnya adalah 
menyediakan jaminan sosial bagi subsistensi dan keamanan. Apabila hubungan 
pertukaran yang menjadi dasar pola hubungannya patron dan klien ini melemah 
karena tidak memberikan jaminan sosial yang mendasar bagi subsistensi dan 
keamanan maka klien akan mempertimbangkan hubungannya dengan patron 
5Almas Ghaliya Putri Sjafrina, Patronase Dalam Pencalonan Kepala Daerah, Jurnal 
Politik Muda, Vol.2, 1, 2012. 
6James C. Scott, Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara 
(Cet. 2, Jakarta: LP3ES, 1983), h. 54-55. 
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menjadi tidak adil dan eksploitatif. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila 
ada tuntutan dari pihak klien terhadap patronnya untuk memenuhi janji-janji 
ataupun kebutuhan dasarnya sesuai dengan peran dan fungsinya. Hubungan 
seperti ini sifatnya akan langgeng dan permanen jika masing–masing pihak 
menemukan kesesuaian dan manfaatnya. 
Merujuk pada uraian diatas, patronase  mewujud karena adanya hubungan 
yang tidak setara tetapi saling membutuhkan. Disatu pihak, patron muncul sebagai 
individu yang mempunyai kelebihan baik dilihat dari aspek kekayaan, status  
maupun  pengaruh.  Di lain pihak, klien hadir sebagai anggota masyarakat yang 
tidak memiliki sumber-sumber daya yang dimiliki seorang patron. Oleh karena 
itu, hubungan dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai hubungan yang 
berlandaskan pertukaran kepentingan. Asumsi dasar kerangka konsep ini 
meletakkan cara berpikir yang menandaskan bahwa hubungan akan terjadi apabila 
kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan-keuntungan dari hubungan yang 
mereka jalin. Paling tidak mekanisme itu seperti ini: kelompok patron 
memberikan bantuan ekonomi dan perlindungan kepada golongan klien atau 
bawahannya; dan sebagai balasan atas pemberian tersebut, maka golongan klien 
memberikan pengabdian dan kesetiaannya kepada sang patron.7 
Nilai-nilai yang mendasari hubungan patron-klien merupakan nilai-nilai 
yang kurang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan birokrasi modern. Dalam 
hubungan patron-klien baik patron maupun klien masing-masing pihak tidak 
diinginkan bersikap kritis terhadap pihak yang lain. Salah satu pandangan utama 
yang mendasari relasi ini adalah "right or wrong my patron/leader" (pada pihak 
klien) dan "right or wrong my client/ follower" (pada pihak patron). Seorang klien 
tidak akan menyalahkan atau mencela patronnya, tetapi akan membela mati-
7 Leo Agustino, Patronase Politik Era Repormasi Analisis Pilkada di Kabupaten Takalar  
Dan Provinsi Jambi, Jurnal Administrasi Publik Vol.11, 2, 2014. 
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matian atau sebisanya. Demikian pula patronnya. Oleh karena itu, kekalahan 
seorang patron dalam suatu pemilukades tidak akan mudah diterima. Jika klien 
atau pengikut menerima begitu saja kekalahan tersebut akan muncul kesan bahwa 
klien tidak berbuat apa-apa atas kekalahan tersebut atau tidak membalas jasa 
patron kepada klien.8 
Pemimpin yang sudah dimandatir oleh rakyat dalam suatu desa, sifat 
pokok yang harus dimiliki oleh sorang pemimpin diantaranya: cerdas, bijaksana, 
dan tawad’u Sebagaimana yang di jelaskan dalam Al-Quran (QS. Al-Anbiyah: 73 
dan surah Qs.As-Sajdah: 24)yang berbunyi. 
 
 
 
 
 
Terjemahnya:  
 
Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang 
memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah kami wahyukan kepada 
mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan 
zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.9 
 
 
Terjemahnya: 
Dan telah kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang 
memberi petunjuk kepada manusia dengan perintah kami, manakalah 
mereka bersabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami10. 
8http://www.search.ask.com/ Konteks Sosial Budaya Demokrasi di Sulawesi-Selatan. 
(diakses tanggal 23 Juni 2016). 
9Abdullah Yusuf Ali, Al-Quran Terjemahan dan Tafsirannya (Cet. 1, Jakarta: Pustaka 
Pirdaus 1993) h. 856 
10 h. Abdullah Yusuf Ali, Al-Quran Terjemahan dan Tafsirannya (Cet. 1, Jakarta: Pustaka 
Pirdaus 1993)  1038 
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Maksud dari ayat diatas menjelaskan kriteria pemimpin yang layak di 
contoh dan ditauladani dari orang-orang yang dipimpinnya. Sifat ini merupakan 
syarat pokok yang harus dimiliki setiap pemimpin atau wakil rakyat. Munculnya 
ayat ini dalam karya tulis ilmia sebagai objek kebenaran terhadap pemimpin yang 
dijadikan patokan dalam mengatur tindakan politik baik untuk kepentingan 
pribadi maupun kepentingan masyarakat. 
Merujuk pada realitas yang terjadi di Desa Jojjolo Kecematan Bulukumpa 
Kabupaten Bulukumba, penulis memaparkan persoalan ini berdasarkan masih 
kuatnya intervensi kekuasaan politisi (patron) terhadap bawahan (klien) dalam hal 
pemilukades untuk mengarahkan hak suara bawahan terhadap calon yang di 
dukungnya. Ini kerena keterikatan Klien terhadap politisi (patron) sehingga 
mendominasikan dirinya pada kurun waktu pemilukades berikutnya. Bahkan, 
tidak hanya itu, para klien mengabdikan dirinya atas kepentingan politik patron.  
Dalam pemilukades di Desa Jojjolo selama ini tidak terlepas dari 
pergulatan politisi yang merupakan sosok elit yang berkharismatik dan memiliki 
nilai-nilai keagamaan yang baik terhadap masyarakat. Pemilu menjadi arena 
kontestasi empuk bagi potron untuk memperoleh kemenangan pemilukades atas 
calon yang didukung untuk menduduki jabatan pemerintahan. Fenomena ini tidak 
lepas dari kultur masyarakat Desa Jojjolo. Kultur masyarakat Jojjolo memberikan 
peluang menang yang besar bagi patron karena ketundukan dan kepatuhan 
masyarakat berujung pada dukungan. Disisi lain patron menjemput pemilukades 
dengan memberikan bantuan baik berupa tenaga dan iming-iming pekerjaan, 
seperti pemberian ternak yang disubsidi oleh pemerintah. 
Pemilihan kepala Desa Jojjolo terletak disetiap sudut wilayah tersebut, 
misalnya kita akan menjumpai pendukung setiap kandidat yang melakukan 
nuansa politik yang sangat promosif terhadap masyarakat untuk menghimbau 
memilih kandidatnya atas dasar kekuasan yang dia punya (hubungan patron dan 
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klien). Kekuatan politik patron-klien menjadi mesin politik yang efektif untuk 
memenangkan pemilihan, kemenangan calon sangat dipengaruhi oleh komitmen 
dari konstituennya untuk secara ideologis memilih calon yang didukung oleh 
masing-masing elit politik (patron). 
Penulis menganalisis pertarungan politik pada pelaksanaan pemilukades di 
Desa Jojjolo tahun 2016 semua kandidat telah mempersiapkan strategi politiknya 
dalam memenangkan pemilu kepala desa. Salah satunya dalam mendekati figur-
figur yang dianggap memegang peranan sentral dalam masyarakat adalah 
kelompok elit sebagai pusat kemenangan calon. Seperti pada pemilu sebelumnya 
faktor kekuatan politik patron dalam masyarakat kerap menjadi suatu cara untuk 
mendongkrak popularitas kandidat. 
Nama-nama kandidat dalam pemilihan kepala Desa Jojjolo tahun 2016 
yaitu; Kamiluddin, Hj. Marniwati, Hj. Dahlan, Coken, dan Syahrir. Dari setiap 
calon tersebut sudah disosialisasikan dari masing-masing pendukung calon 
(kelompok elit) di seluruh pelosok daerah Desa Jojjolo. Dengan adanya basis 
suara yang terorganisir yang dilakukan tokoh masyarakat (patron), calon yang 
bernama Hj. Marniwati dapat memperoleh suara terbanyak karena mengunakan 
politik transaksional terhadap patron dengan memberikan jabatan bilah terpilih 
menjadi kepala desa di Desa Jojjolo, dan juga memberikan money politics 
terhadap masyarakat sehingga dalam pemilihan kepala desa dia dapat terpilih. 
Kemudian yang dilakukan lawan politiknya menggunakan cara dengan 
menyatukan atau meleburkan kekuatan-kekuatan politiknya untuk melawan Hj. 
Marniwati. Namun, dari sisi lain belum memahami bahwa masyrakat Jojjolo 
menganut budaya atau sistem patronase yang sudah lama ada di desa tersebut.   
Dalam proses pilkades di Desa Jojjolo sebagai suatu mekanisme politik 
untuk menggantikan kepala daerah merupakan suatu keniscayaan dalam 
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demokrasi prosedural yang sistem pemilihannya lebih terorganisir, dan 
mengunakan politik transaksional, dan hubungan keterikatan antara tokoh 
masyarakat (patron) dengan  masyarakaat petani (klien). 
Pemilihan kepala desa dilakukan dengan antusias masyarakat Jojjolo 
dengan jumlah pemilih 3.613 orang11. Pelaksanaan pilkades atau masa pemilihan 
kepala Desa, warga masyarakat yang sudah punya hak untuk terlibat didalam 
pilkades jadi sasaran perebutan oleh kelompok elit dengan tujuan memenangkan 
kandidatnya. Terkait dengan permasalahan diatas penulis menarik sebuah 
kesimpulan bahwa gejolak politik yang terjadi dikarenakan adanya pengaruh 
patronase yang menjalar kuat ke masyarakat, sehingga masyarakat (klien) 
membuktikan kesetiaannya dengan cara memilih kandidat tersebut.  
Dalam kultur masyarakat Jojjolo kekuatan politik patronase masih 
merupakan syarat utama menjadi seorang pemimpin yang dihormati pada 
masyarakat, dimana patron masih mempunyai pengaruh besar ditengah 
masyarakat. Oleh sebab itu, tidak heran bila semua pasangan kandidat melakukan 
berbagai pendekatan dan strategi untuk mempengaruhi opini sang elit, dengan 
harapan elit tersebut akan menggunakan pengaruhnya untuk memilih sang 
kandidat. Sebagaimana halnya yang dilakukan oleh para kandidat dalam 
mendekati elit (patron) sehingga memberikan dukunganya terhadap dirinya, 
dengan cara dijanjikan jabatan ketika terpilih jadi kepala desa. Pola-pola ini 
merupakan strategi yang dilakukan dalam bursa politik pemilihan kepala Desa 
Jojjolo. Sejauh ini, pola komunikasi tradisional masih menjadi pilihan strategi 
dominan yang dilakukan beberapa kandidat. Elit (patron) merupakan sasaran 
kampanye paling strategis yang ada di Desa Jojjolo atas kemenangan calon. 
11Kantor Desa Jojjolo, Diakses tanggal 10 Agustus 2016 
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Dari uraian diatas, maka dirasakan perluh untuk mengkaji sebuah 
penelitian tentang "Patronase politik dalam demokrasi lokal (analisis terhadap 
terpilihnya Hj. Marniwati  pada pemilukades di Desa Jojjolo Kecamatan 
Bulukumpa Kabupaten Bulukumba)” termasuk di dalamnya menelusuri secara 
ilmiah dan individu dan kelompok-kelompok sebagai basis kekuatan politik para 
kandidat beserta pendukungnya dalam mempengaruhi masyarakat (hak politik). 
Dengan mengedepankan sikap netralitas sebagai peneliti dalam menganalisis 
fenomena yang ada. 
B. Rumusan dan Batasa Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan 
permasalahan pokok yaitu Bagaimana Patronase Politik Dalam Demokrasi Lokal 
(Analisis Terhadap terpilihnya Hj. Marniwati Pada Pemilukades di Desa Jojjolo 
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba)? Permasalahan pokok ini akan di 
uraikan lagi dalam beberapa sub permasalahan. 
1. Bagaimana bentuk patronase politik terpilihnya Hj. Marniwati pada 
pemilihan kepala desa tahun 2016 di Desa Jojjolo Kacamatan 
Bulukumpa Kabupaten Bulukumba? 
2. Bagaimana pengaruh patronase politik terhadap partisipasi masyarakat 
terpilihnya Hj. Marniwati  pada pemilihan kepala desa tahun 2016 di 
Desa Jojjolo Kacamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian  
1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk patronase politik terpilihnya Hj. 
Marniwati pada pemilihan kepala desa tahun 2016 di Desa Jojjolo 
Kacamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh patronase politik terhadap partisipasi 
masyarakat terpilihnya Hj. Marniwati pada pemilihan kepala Desa 
Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba tahun 2016. 
2. Kegunaan penelitian  
a. Peneliti mengharapkan dapat memberikan konstribusi yang sangat 
berarti bagi pengembangan ilmu khususnya selaku ilmu-ilmu sosial 
dan politik.  
b. Peneliti berharap bisa menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya yang 
mengkaji tentang Patronase politik dalam demokrasi Lokal. Dengan 
adanya penelitian ini peneliti berharap dapat membantu proses 
pembelajaran secara akademik dalam lingkup kampus terutama 
Fakultas Usuluddin dan Filsafat khususnya dibidang jurusan Ilmu 
Politik. 
D. Tinjauan  Pustaka 
Didalam tinjauan pustaka hanya memuat hasil-hasil peneliti sebelumnya 
yang relevan serta akurat dengan maksud menghindari duplikasi berkas/data. 
Disamping itu, untuk menunjukkan bahwa topik yang diteliti oleh peneliti yang 
lainnya dalam konteks yang sama serta menunjukkan posisi yang dilakukan oleh 
yang bersangkutan. Dengan kata lain, tinjauan pustaka bertujuan yakni untuk 
meletakkan posisi peneliti yang pernah ada sebelumnya.12 
Studi kasus tentang patronase politik dalam demokrasi lokal jumlah 
terbitnya belum memadai. Akan tetapi, dari data atau berkas yang ada masih 
kurangnya penelitian tentang patronase politik dalam demokrasi lokal terkhusus 
dalam Desa Jojjolo Kabupaten Bulukumba Kecamatan Bulukumpa, selain itu 
12 Syarifuddin Jurdi, Panduan Penelitian Skripsi Jurusan Ilmu Politik, (Makassar, UIN 
Alauddin: 2012),  h. 11-12 
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lokasi dan penelitiannya pun berbeda dengan berkas atau data yang ada. Dari 
berbagai macam berkas/data yang ada adapun berbagai hasil referensi dan karya 
ilmia yang berkaitan dengan patronase politik dalam demokrasi Lokal sebagai 
contoh yakni: 
 
No Nama Judul Hasil Penelitian 
1 Mohammad 
Romadhan 
(2009) 
“Pola hubungan 
Tengkulak dengan 
petani (Studi kasus 
hubungan patron 
klien pada 
masyarakat petani 
di Desa Kampung 
Mesjid Kecamatan 
Kualuh Hilir 
Kabupaten 
Labuhan Batu)” 
Hasil penelitian lapangan 
menjelaskan bahwa hubungan 
petani dengan tengkulap berawal 
dari hubungan dagang antara 
penjual dan pembeli. Kemudian 
hubungan tersebut berlanjut 
menjadi hubungan yang lebih 
intens dan mengarah kepada 
hubungan yang saling terkait satu 
sama lain dan sulit dipisahkan 
karena didasari oleh hubungan 
yang saling membutuhkan dan 
saling menguntungkan.13 
 
2 Fadli Ichsan      
(2016) 
”Hubungan patron 
Klien Dalam 
Pemilihan Kepala 
Desa Tahun 2015 
di Desa Kampala 
Kecamatan 
Arungkeke 
Kebupaten 
Jeneponto” 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa hubungan masyarakat 
(klien) dengan tuan tanah (patron) 
adalah hubungan balas jasa yang 
dimana masyarakat klien selaku 
pengelola tanah yang menempati 
tanah tersebut merasa berhutang 
budi kepada karaeng (patron). 
Kemudian tuan tanah (patron) 
memberikan bantuan kepada 
masyarakat desa Kampala untuk 
tinggal diatas tanah karaeng 
(patron), kemudian imbalan yang 
diperoleh dari hubungan ini yakni 
13Muhammad Romadhan, Pola Hubungan Tengkulak dengan Petani, Skripsi, (Universitas 
Sumat Utara, 2009), h. 45-47  
 
 
                                                          
22 
 
masyarakat harus patuh 
kepadanya apabila kemudian hal 
ini diabaikan oleh masyarakat 
maka ada kemudian resiko yang 
mereka tanggung seperti 
meninggalkan tanah yang 
menjadi milik dari karaeng 
(patron). walaupun di desa 
tersebut masih ada tanah yang 
bukan milik dari karaeng 
(patron). Namun Patron sangat 
berpengaruh dalam menentukan 
kebijakan. 14  
3 
M. Tiyas Tinow 
(2011) 
Analisis Hubungan 
Patron Klien Pada 
Pemilihan Umum 
Kepala Daerah 
(PEMILUKADA) 
di Kabupaten 
Kuantan Singingi 
Tahun 2011 
proses terjadinya hubungan 
patron klien yag terjadi di daerah/ 
desa-desa mayoritas masyarakat 
Jawa khususnya di Kecamatan 
Singingi Hilir, Kecamatan Benai 
dan Kecamatan Logas Tanah 
Darat telah memenuhi ciri-ciri 
patron klien, yaitu adanya 
pemilikan sumber daya ekonomi 
dan politik yang tidak seimbang, 
sehingga adanya hubungan saling 
ketergantungan, saling memberi 
dan menerima (asas timbal balik). 
Kemudian ada juga hubungan 
loyalitas dan hubungan yang 
pribadi. Kemudian juga terjadinya 
struktur ketergantungan tokoh 
etnis Jawa dan masyarakat Jawa 
terhadap H. Sukarmis mayoritas 
masyarakat Jawa dikarenakan 
tingkat perekonomian dan sumber 
daya politik yang dimiliki 
masyarakat Jawa dan tokoh etnis 
14 Fadli Ichsan, Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kampala, 
Skripsi, Fakultas Ushuluddin Filsafat & Politik, Jurusan Ilmu Politik (Universitas Islam Negeri, 
2016), h. 54-56 
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Jawa yang rendah. H. Sukarmis 
yang memiliki sumber daya 
ekonomi dan polotik yang tinggi 
dan menguasai sumber-sumber 
yang ada disekitarnya, akan selalu 
berusaha membantu dan 
menawarkan bantuan kepada 
tokoh dan masyarakat Jawa, baik 
berup bantuan bersifat pribadi, 
lapangan pekerjaan dan 
peneintensifkan pembangunan-
pembangunan di daerah 
mayoritas masyarakat Jawa yang 
ada di Kabupaten Kuantan 
Singingi. 15 
 
4 Leo Agustino patronase politik 
era reformasi: 
Analisis pilkada di 
Kabupaten Takalar 
dan Provinsi Jambi 
Dari hasil uraian penelitian yang 
dilakukan dapat disimpulkan 
bahwa Pemilukada selalu berkait 
rapat dengan patronase politik. 
Calon yang maju bersaing dalam 
Pemilukada akan selalu mencari 
klien yang sejalan dengan 
kepentingannya dengan harapan 
mendapat serta mendulang suara 
yang besar dari klien-klien 
mereka. Calon yang memenangi 
Pemilukada, merujuk pada logika 
patronase politik, kemudian 
mendistribusikan kekuasaannya 
kepada klien-kliennya yang setia 
dan loyal dalam bentuk 
kedudukan dan jabatan yang lebih 
tinggi dari jabatan sebelumnya; 
dan para pesaing disingkirkan.16 
15M.Y Tiya Tinow, Analisis Patron Klien Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di 
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011, Skripsi, h.11-13  
16 Leo Agustino, Patronase Politik Era Repormasi Analisis Pilkada di Kabupaten Takalar  
Dan Provinsi Jambi,  Jurnal Administrasi Publik Vol.11, 2, 2014 
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5 Muhammad 
Ramli 
Patronase politik 
dalam demokrasi 
lokal (Analisis 
terhadap terpilihnya 
Hj. Marniwati pada 
pemilukades di 
Desa Jojjolo 
Kecamatan 
Bulukumpa 
Kabupaten 
Bulukumba) 
Hasil penelitian menemukan 
bahwa hubungan patron klien 
dalam pemilihan kepala desa di 
Desa Jojjolo sangat berpengaruh 
dalam memenangkan Hj. 
Marniwati. Adapun bentuk 
patronase dalam pilkades yang 
terjadi dalam hubungan ekonomi, 
dan politik. Dalam hubungan 
ekonomi yang dimaksud adalah 
tokoh masyarakat (patron) 
memiliki kekayaan, dan 
keterampilan yang diperlukan 
kehadirannya bagi masyarakat 
petani (klien). Sehingga klien 
merasa terbantu atas bantuan 
seorang tokoh masyarakat 
(patron), kemudian klien 
membalas kebaikan atas bantuan 
yang diberikan kepadanya 
sehingga dapat mengabdikan 
dirinya atas kepentingan seorang 
patron. Sedangkan dalam 
hubungan politik adalah tokoh 
masyarakat (patron) punya 
peranan penting dalam setiap 
pemilihan, sehingga Hj. 
Marniwati dapat membangun 
kemunikasi terhadap patron 
dengan tujuan memenangkan 
pemilukades. Adapun pengaruh 
patronase terhadap partisipasi 
pemilih di desa Jojjolo yakni: a) 
Dikuasainya suara pada pilkades 
disebabkan karena tokoh 
masyarakat (patron) ikut terlibat 
dalam memperebutkan jabatan 
politik untuk mendukung Hj. 
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Marniwati dalam pemilihan 
kepala desa (pilkades) di Desa 
Jojjolo. 
Masih banyak lagi pustaka yang belum tersebutkan dalam penelitian ini, 
terutama pustaka yang membahas tentang patronase politik dalam demokrasi 
Lokal. Namun berkaitan dengan pokok permasalahan yang terfokuskan dalam 
penelitian ini, kiranya sudah cukup memadai. Sekiranya pula demikianlah pustaka 
yang disebut di atas agar mampu melengkapi hasil penelitian nantinya. 
E. Tinjauan  Teoritis dan Konseptual 
1. Konsep Patronase Dalam Pemilu 
Kata patron berasal dari bahasa latin pater yang berarti bapak, dari bapak 
berubah menjadi patris dan patrronis yang berarti bangsawan atau patricius yang 
berarti seseorang yang dianggap pelindung sejumlah rakyat jelata yang menjadi 
pengikutnya. Sebaliknya klien atau client berasal dari kata cliens yang berarti 
pengikut. Mereka ini adalah orang-orang merdeka yang sejak awal atau bekas 
budak yang dimerdekakan. Mereka menggantungkan diri pada patron, bahkan 
kadang menggunakan nama paham sang patron17. Untuk pemahaman lebih lanjut 
mengenai patronase di artikan sebagai  pembagian keuntungan di antara politisi 
untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja 
atau pegiat kapentingan, dalam rangka mendapatkan dukungan politik mereka. 
Patronase juga merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan 
ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh 
politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu dan kepada 
kelompok komunitas. 
17 Fadli Ichsan, Hubungan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Kampala, 
Skripsi, Fakultas Ushuluddin Filsafat & Politik, Jurusan Ilmu Politik (Universitas Islam Negeri, 
2016), h.28 
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Tidak sedikit ilmu sosial yang berusaha untuk menjelaskan ikatan patron 
klien yang terjadi di tengah masyarakat. Dari hasil-hasil tersebut, dapat diketahui 
bahwa secara garis besar terdapat dua alasan yang melatar belakangi mengapa 
hubungan patron-klien itu terjadi. Pertama, relasi patron klien terjadi sebagai salah 
satu upaya manusia untuk dapat bertahan hidup dalam suatu keadaan tertentu. 
Dalam hal ini para ahli umumnya menitik beratkan analisisnya pada sudut 
pandang pihak klien, termasuk didalamnya situasi lingkungan yang dihadapi 
klien. Meskipun demikian, hal ini bukan berarti perspektif patron hanya dapat 
diabaikan begitu saja. Kedua, relasi patron-klien terjadi akibat adanya kondisi-
kondisi tertentu dalam suatu masyarakat. 
Menurut Scott bahwa hubungan patron-klien adalah suatu kasus hubungan 
antara dua orang yang sebagian besar melibatkan instrumental dimana seseorang 
yang lebih tinggi kedudukan sosial ekonominya (patron) menggunakan pengaruh 
dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau 
keuntungan atau kedua-duanya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya  
(Klien), yang pada gilirannya membalas pemberian tersebut dengan memberikan 
dukungan umum dan bantuan, termasuk jasa-jasa pribadi kepada patron18. 
Menurut Scott, gejala patron-klien dipengaruhi oleh tiga kondisi, pertama 
terdapatnya perbedaan (inequality) yang menyolok dalam kepemilikan kekayaan, 
status, dan kekuasaan. Tradisi yang berlaku, seorang patron lebih mendasarkan 
danpada kekuatan serta jalur untuk mendapatkan jabatan dan kedudukan, dan 
bukannya pada pewarisan kedudukan. Kedua, tidak adanya pranata-pranata yang 
menjamin keamanan individu, baik yang menyangkut status maupun kekayaan. 
Ketika keamanan seseorang terancam dan kontrol sosial tidak dapat lagi dijadikan 
sebagai acuan maka hubungan patronase dipilih sebagai mekanisme atau sarana 
18Heddy Shri Ahimsa Putra, Edisi terbaru Patron & Klien di Sulawesi Selatan, 
(Yogyakarta: Kepel Press, 2007), h.4 
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untuk memperoleh keamanan pribadi. Ketida kamanan akan muncul dalam 
lingkungan yang ditandai oleh kelangkaan sumber-sumber daya, dan usaha 
mendapatkan kekayaan serta kekuasaan yang dipandang sebagai persaingan yang 
bersifat zero-sum, yaitu keuntungan yang didapat satu pihak diartikan sebagai 
suatu kehilangan bagi pihak lain. Dengan demikian, ikatan-ikatan pribadi secara 
langsung telah mengganti peranan hukum, nilai-nilai bersama serta pranata-
pranata yang kuat. Ketiga, yang juga merupakan implikasi definisi hubungan 
patronase adalah ketika ikatan-ikatan kekeluargaan tidak lagi dapat diandalkan 
untuk mendapatkan perlindungan serta memajukan diri. 
Ditambahkan Martin Sheffter, bahwa patronase adalah sebuah pembagian 
keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual 
kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan 
dukungan politik mereka. Sementara menurut Paul Hutchcroft patronase juga 
merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya 
(seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, 
termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu dan kepada kelompok 
komunitas19. 
Politik patronase sebagai kekuatan kohesi yang memainkan peranan 
penting dalam sistem politik tertentu. Misalnya politisi (patron) yang sangat kaya 
telah mendominasi demokrasi Indonesia, juga menekankan pada tema patronase 
sebagai perekat politik. Namun demikian, patronase menegaskan bahwa 
pertukaran kepentingan kerap muncul disaat kampanye pemilu, hubungan antara 
aktor dan pemilih, dan bagaimana relasi seperti ini di perlancar dengan adanya 
keterikat kepentikan antara patron dan klien. 
19Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, Patronase dan Klientelisme dalam Politi Elektoral 
di Indonesia, (Yokyakarta: Penerbit Polgov, 2015),  h. 3-4. 
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Asumsi dasar kerangka konsep ini meletakkan cara berpikir yang 
menandaskan bahwa hubungan akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat 
memperoleh keuntungan-keuntungan dari hubungan yang mereka jalin. Paling 
tidak mekanisme itu seperti ini: kelompok patron memberikan bantuan ekonomi 
dan perlindungan kepada golongan klien atau bawahannya; dan sebagai balasan 
atas pemberian tersebut, maka golongan klien memberikan pengabdian dan 
kesetiaannya kepada sang patron. 
Sejalan dengan  masalah tersebut  diatas, transformasi politik yang tengah 
berlaku di Indonesia dimana kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, telah 
memberikan dampak negatifnya tersendiri bagi proses demokratisasi. Hal Ini 
karena pemilihan kepala daerah langsung telah membuka ruang bagi patronase 
(logika pertukaran kepentingan) yang lebih dalam lagi. Para kepala daerah terpilih  
berusaha menggunakan kedudukannya untuk memainkan peranan sebagai pemilik 
sumber utama. Peranan ini bukanlah satu hal yang sukar untuk dilaksanakan oleh 
para kepala daerah, melalui kedudukannya, para pemimpin politik ini mempunyai 
banyak peluang untuk menggunakan institusi publik sebagai domain 
kekuasaannya, serta mendistribusikan public resources yang berada di bawah 
kendalinya sebagai alat pertukaran bagi tujuan tertentu ketika diperlukan.20 
Ketidak seimbangan ini pada dasarnya berkait erat dengan kepemilikan yang tidak 
sama atas sumber daya dalam masyarakat. Karena itu, dalam fenomena seperti ini 
interelasi telah diikat oleh kepentingan dan dimanipulasi oleh tujuan masing-
masing walaupun kedua-duanya berada dalam kedudukan yang tidak seimbang. 
Perbedaan imbalan yang diberikan patron dan klien: 
1.  Imbalan klien pada patron dapat diberikan oleh siapa saja 
2.  Imbalan patron hanya dapat diberikan oleh orang yang berstatus lebih   
tinggi. 
20Leo Agustino, Patronase Politik Era Repormasi Analisis Pilkada di Kabupaten Takalar  
Dan Provinsi Jambi, Jurnal Administrasi Publik Vol.11, 2, 2014 
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Peter M. Blau mengatakan hubungan patron-klien lebih merupakan 
hubungan pertukaran yaitu: 
1.  Pertukaran hanya terjadi antara pelaku yang mengharapkan imbalan dari 
pelaku lain dalam hubungan mereka. 
2.  Dalam mengejar imbalan ini, para pelaku dikonseptualisasikan sebagai 
seseorang yang mengejar profit. 
3.  Pertukaran antara dua macam, yang langsung (alam jaringan interaksi 
yang relatif kecil) dan kurang langsung (dalam sistem sosial yang lebih 
besar). 
4.  Ada empat macam imbalan dengan derajat berbeda, yaitu uang, 
persetujuan sosial, penghormatan atau penghrgaan dan kepatuhan21. 
Ciri-ciri hubungan patron-klien: 
1.   Adanya ketidak seimbangan status antara patron dan klien. 
2.   Meskipun patron juga mengharapkan bantuan dari klien, tetapi kedudukan 
patron lebih tinggi dari klien. 
3.   Ketergantungan klien pada patron kerena adanya pemberian barang yang 
dibutuhkan klien dari patron yang menyebabkan adanya rasa utang budi 
klien pada patron. 
4.   Utang budi ini menyebabkan terjadinya hubungan ketergantungan. 
Ada dua jenis imbalan yang dapat diberikan klien pada patro, yaitu: 
a) Klien dapat menyediakan tenaganya bagi usaha patron di ladang, sawah 
atau usaha lainnya. 
b) Klien dapat menjadi kepentingan politik  patron, bahkan bersedia 
menjadi kaki tangan patron22. 
 
 
21 Ng. Philipus, M.S. Nurul Aini, Sosiologi dan Politik cetakan ke-4, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo persada), h. 43 
22 Ng. Philipus, M.S. Nurul Aini, Sosiologi dan Politik cetakan ke-4, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo persada), h. 44 
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2. Teori Elite 
Istilah elit disini pertama-tama menunjukkan kepada suatu minoritas 
pribadi-pribadi yang diangkat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara 
bernilai sosial. Kaum elit adalah minoritas-minoritas yang efektif dan bertanggug 
jawab secara efektif, melihat kepada pelaksanaan kegiatan kepentingan dan 
perhatian kepada orang lain tempat golongan elit ini memberikan tanggapannya. 
Golongan elit yang mempunyai arti secara sosial akhirnya bertanggung jawab 
untuk realisasi tujuan-tujuan soaial yang utama dan untuk kelanjutan tata sosial23. 
Istilah elit sebenarnya berasal dari kata latin eligere yang berarti memilih. 
Pada abad ke-18, penggunaan kata itu dalam bahasa Prancis telah meluas dengan 
memasukkan penjelasan baru dalam bidang-bidang lainnya. Kaum elit adalah 
minoritas-minoritas yang efektif dan bertanggung jawab, efektif melihat kepada 
pelaksanaan kegiatan kepentingan dan perhatian kepada orang lain tempat 
golongan elit ini memberikan tanggapannya. 
Menurut Pareto dan Mosca, bahwa kehadiran elit politik itu penting dan 
bahkan merupakan ciri khas semua masyarakat. Ini membuat penguatan terhadap 
makna yang terkandung didalam model elit ini, bahkan model elit mempunyai 
pembawaaan yang penuh dengan permainan politik didalam masyarakat. Dimana 
model elit ini memberikan penyadaran bahwa dalam hal konteks sebagai 
masyarakat yang memerintah ini merupakan kelompok masyarakat yang syarat 
akan permainan politik, baik dalam hal proses mendapatkan kekuasaan maupun 
dalam mengimplementasikan segala tindakan yang ia dapatkan dari kekuasaan 
yang ia miliki.    
23Suzanne Keller, Penguasa dan Kelompok elit, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
1995) 
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Salah satu aktor politik yang memiliki pengaruh dalam proses politik, 
adalah pemimpin politik dan pemerintahan. Seperti dalam masyarakat terdapat 
stratifikasi dari segi kekuasaan yang dimiliki yang memiliki kekuasaan disebut elit 
(pemimpin), dan yang tidak memiliki kekuasaan, dan arena itu mematuhi pemilik 
kekuasaan disebut massa rakyat. Stratifikasi kekuasaan ini dapat ditemui dalam 
masyarakat macam apapun24. 
Munculnya teori elit politik lahir dari diskusi para ilmuan Amerika tahun 
1950an. Antara Schumpeter (ekonom), Lasswel (politik), C. Wright Mils 
(sosiologi) yang melacak tulisan dari para pemikir eropa seperti Vilfredo Pareto 
dan Geatano Mosca, Ose Ortegan, Y.Gassert, paretto. Percaya bahwa setiap 
masyarakat diperintah oleh sekelompok orang kecil yang mempunyai kualitas-
kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik 
yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu 
merupakan yang terbaik, merekalah yang mampu menduduki jabatan-jabatan 
tertinggi dalam lapisan masyarakat. Mereka terdiri dari pengacara, mekanik, 
bajingan, atau para gundik, Pareto juga percaya bahwa elit yang ada dalam 
pekerjaannya dan lapisan masyarakat yang berbeda itu umumnya datang dari 
kelas yang sama yaitu orang-orang yang kaya dan pandai yang mempunyai 
kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter morol, dan sebagainya. 
Karena itu menurut Pareto masyarakat terdiri dari dua kelas yaitu lapisan elit yang 
berbagai dalam elit pemerintahan yang menurut dia berkuasa dan bisa 
membangun kekuasaan dan kelicikan yang dilihatnya sebagai hal yang sangat 
penting.25 
 24Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Widisarana 
Indonesia, 2001), h.133 
25 Sp. Verma, Teori Politik Modern, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2010), h. 197 
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Menurut Weber merujuk pada demokrasi perwakilan modern sebagai 
demokrasi pemimpin yang plebisit. Disebut plebisit karena pemilihan umum yang 
rutin di Negara Barat, seperti Inggris, Jerman, Amerika, secara progresif menjadi 
tak dapat dibedakan dari pemilihan langsung kepada pemerintah. Menurut Weber, 
kompetensi yang terjadi dalam hal demokrasi terjadi karena kaum elite semakin 
ingin mempertahankan dan menjaga kepentingannya sendiri Bahkan, pemilihan 
langsung pun, kredibilitas dan popularitas kelompok pemimpin tertentu seperti 
elite politik dipertaruhkan.26 
Di dalam teori dapat digunakan sebagai penguat dinding data pembahasan 
penelitian. Elite adalah salah satu kajian khusus penulis didalam mengetahui elite 
tokoh masyarakat pada saat mempengaruhi para perilaku memilih dalam Desa 
Jojjolo Kecematan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, maka dari itu salah satu 
kajian dalam sistem politik atau kehidupan beragama dan bernegara adalah rakyat 
(masyarakat), masyarakat terbagi atas dua kelas ialah kelas masyarakat elite dan 
kelas masyarakat non elit. Dalam hal elite kelas atas dimaknai dengan masyarakat 
penguasa sedangkan non elite dimaknai dengan masyarakat yang tidak berkuasa.27 
Teori elit percaya bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok 
kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran 
pada kekuasaan sosial dan politik  secara penuh28. Elit yang berkuasa demikian 
yang dikatakan Harold Lasswell, merupakan suatu kelas yang terdiri atas mereka 
yang berhasil mencapai kedudukan dominasi yang dianggap bahwa elit adalah 
individi-individu yang menduduki posisi puncak dalam istitusi-istitusi ekonomi, 
politik, dan militer. Menurutnya individu-individu yang termasuk dalam 
26Muslim Mufti & Didah Durrotun Naafisah, Teori-Teori Demokrasi, (Bandung, CV 
Pustaka setia: 2013), h. 200 
27Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Islam Dan Masyarakat Modern, (Jakarta, Kencana : 2010), h. 
51-52  
28SP Varma, Teori Politik Modern, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2010), h.202 
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kelompok elit merupakan golongan yang relatif sangat terpadu, homogen dan erat 
berhubungan satu dengan lainnya. Mereka menduduki posisi puncak pada suatu 
institusi berasal dari latar belakang sosial dan pandangan hidup yang relatif sama, 
karena kebanyakan mereka mempunyai latar belakang pendidikan yang sama. 
Demikian juga mereka sering bertemu dalam perkumpulan-perkumpulan sosial 
yang diselenggarakan oleh berbagai kelompok sosial yang sama. Karena 
kedudukan yang demikian maka elit mampu mengeluarkan keputusan-keputusan 
yang berlaku dan mengikat semua anggota masyarakat lainnya. Keputusan elit 
yang demikian ini dapat dinyatakan bersumber pada istitusi-institusi dimana 
mereka berada diposisi puncak. Pada posisi inilah elit tersebut melaksanakan dan 
memaksakan keputusan tersebut untuk ditaati oleh anggota masyarakat. Namun 
yang menjadi persoalan adalah apakah para elit tersebut mempunyai kepentingan 
yang relatif sama29. 
Kelompok elit juga dipercaya mempunyai pengaruh penting terhadap 
perilaku politik. Efek kelas elit terhadap politik, termasuk di tingkat massa 
pemilih, juga sudah menjadi pusat perhatian bagi kalangan intelektual. Setidaknya 
kalau dilihat di tingkat elit dimana politik bernuansa kelas sosial mempunyai 
pengaruh besar terhadap anggota masyarakat dalam mengeluarkan keputusan30. 
Elit dipandang sebagai kelompok pencipta tatanan yang kemudian dianut 
oleh semua pihak.Dalam pendekatan yang lebih baru, elit dipandang sebagai suatu 
kelompok yang menghimpun para petinggi pemerintah.Pengertian elit dipadankan 
dengan pemimpin atau pembuat keputusan31. 
29SP Varma, Teori Politik Modern., (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2010), h.204 
30Saiful Mujani, R. William Liddle, Dan Kuskridho Ambardi, Kuasa Rakyat, (Bandung: 
Mizan Media Utama, 2012), h.217 
31Suzzane Keller, Penguasa dan kelompok Elit Penentu Dalam Masyarakat Modern, Alih 
bahasa D. Noer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h.56 
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Dalam masyarakat yang menganut paham demokrasi, maka keberadaan 
elit tidak bias dilepaskan dari adanya proses sosial yang berkembang. Keller 
mengemukakan empat proses utama yang mendorong perkembangan elit yakni: 
1. Pertumbuhan penduduk  
2. Pertumbuhan spesialisasi jabatan  
3. Pertumbuhan organisasi formal atau birokrasi dan 
4. Perkembangan keagamaan moral. 
Dengan berjalannya proses itu, kaum elit pun menjadi semakin ragam dan 
lebih bersifat otonom32. 
Sehingga secara umum, elit merupakan sekelompok orang yang 
menempati kedudukan-kedudukan tinggi dalam arti yang lebih khusus, elit juga 
ditunjukkan oleh sekelompok kecil yang memegang pemerintahan serta 
lingkungan dimana kekuasaan itu diambil.Dengan demikian, konsep tentang elit 
cenderung lebih menekankan kepada elit penguasa dan elit yang tidak berkuasa 
yang mengarah kepada adanya kepentingan yang berbada. 
3. Teori Kukuasaan  
Kekuasaan adalah merupakan suatu kemampuan untuk menguasai atau 
mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk 
mengatasi perlawanan dari orang lain dalam mencapai tujuan, khususnya untuk 
mempengaruhi perilaku orang lain. Kekuasan politik adalah kemampuan individu 
atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kukuatan yang bisa 
menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 
Selanjutnya kekuasaan di artikan sebagai kemampuan seseorang atau suatu 
32Suzzane Keller, Penguasa dan kelompok Elit Penentu Dalam Masyarakat Modern, Alih 
bahasa D. Noer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h.87 
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kelompok untuk memengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai 
dengan keinginan para pelaku33. 
Dalam kekuasaan ini, mengunakan teori kekuasaan Max Weber dan teori 
fungsional struktural talcoot parsons. Weber mendefinisikan kekuasaan sebagai 
kemungkinan bagi seseorang untuk memaksakan orang lain berperilaku sesuai 
dengan kehendaknya34. 
Pada dasarnya hubungan kekuasaan politik adalah kemampuan individu 
atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bias 
menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber-
sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, 
tokoh masyarakat ataupun militer. Hubungan kekuasaan merupakan suatu bentuk 
hubungan sosial yang menunjukkan hubungan yang tidak setara, hal ini 
disebabkan dalam kekuasaan terkandung unsur “pemimpin” atau apa yang oleh 
Weber disebut “pengawas yang mengandung perintah”. Dalam hubungan dengan 
unsur inilah hubungan kekuasaan menunjukkan hubungan antara apa yang oleh 
Leon Daguit disebut “pemerintah dan yang diperintah”35. 
Menurut Max Weber mengatakan memahami konsep kekuasaan adalah 
sebagai suatu mekanisme politik. Sanderson membagi mekanisme politik melalui 
pengayaan batasan Weber sebagai berikut: (a) Pengaruh yaitu merupakan proses 
dimana perilaku, keputusan atau saran dari satu orang atau kelompok akan diikuti 
atau ditiru oleh orang lain. Pengaruh merupakan proses informal dari kontrol 
sosial yang ketat yang muncul dari adanya intraksi sosial yang erat, konstan, dan 
teratur. Pengaruh merupakan mekanisme politik yang menonjol pada masyarakat 
sederhana. (b) Kekuasaan sebagai kemampuan untuk mengendalikan perilaku 
33Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka 
Utama, 2008), h.18 
34Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politk, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2001), h.190 
35Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politk, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2001), h.201 
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orang lain, atau bahkan memadamkan usah menentangnya. Kemampuan untuk 
memadamkan perlawanan dan menjamin tercapainya keinginan dari pemegang 
kekuasaan itu merupakan pembeda dengan konsep pengaruh. (c) Kewenangan 
merupakan suatu legitimasi (hak) atas dasar suatu kepercayaan untuk 
memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi, kewenangan merupakan 
suatu bentuk kekuasaan yang sah atau memiliki legitimasi. 
Dalam pemikiran Max Weber dapat membagi kewenangan (kekuasaan) 
dalam tiga tipe, yaitu: 
(a) Kekuasaan tradisional, yaitu kekuasaan yang didasarkan atas tradisi,  
dan kekudusan aturan dimana status dan hak para pemimpin juga sangat 
ditentukan oleh adat kebiasaan. Tipe jenis ini melembaga dan diyakini memberi 
manfaat pada warga.  
(b) Kekuasaan kharismatik, kekuasaan yang diperoleh seseorang karena 
dipandang memiliki kualitas kepribadian individu yang extraordinary (luar biasa) 
dan diperlakukan sebagai orang yang dianugerahi kekuatan-kekuatan dan kualitas 
supernatural (adiduniawi), superhuman (adiinsani). 
(c) Kekuasaan legal-rasional, yaitu kekuasaan yang didasarkan atas 
komitmen terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi dan 
diatur secara impersonal. Dalam masyarakat demokratis kedudukan wewenang 
berupa sistem birokrasi, dan ditetapkan untuk jangka waktu terbatas. Hal ini untuk 
mencegah peluang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya sekaligus 
menjamin kepentingan masyarakat atas kewenangan legal tersebut36. 
Kekuasaan akan mudah dipahami dengan mengambil contoh organisasi 
“Negara” sebagai kekuasaan tertinggi. Negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk 
menerapkan berbagai aturan-aturan bahkan dengan paksaan.Penerapan kekuasaan 
36Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 
h.66-70. 
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dalam negara berbeda-beda pada setiap Negara berdasarkan sistem politik yang 
dianut negara tersbut.Kekuasaan seorang Presiden, berbeda dengan kekuasaan 
seorang Menteri pada sebuah Negara kerajaan, dan kekuasaan seorang raja juga 
berbeda dengan kekuasaan seorang metreri37. 
4. Teori Partisipasi Politik 
Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk 
ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih 
pemimpin Negara, dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi 
kebijakan pemerintah (public polici). Menurut Herbert Mc Closky partisipasi 
politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka 
mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung atau tidak 
langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum 
Partisipasi politik dapat juga diartikan sebagai kegiatan warga yang 
bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan 
keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersipat individual atau kolektif, 
terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan 
kekerasan, legal atau ilegal efektif atau tidak efektif.   
Di negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham 
bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan 
bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan 
menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi, partisipasi 
politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang 
absa oleh rakyat. 
Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya 
melalui pemberian suara atau pemberian lain, terdorong oleh keyakinan bahwa 
37Muh. Irfan idris & Nila Sastrawati, sosiologi politik, (Makassar: Alauddin Press, 2012), 
h.56. 
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melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-
kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat memengaruhi 
tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. 
Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek 
politik. 38 
Dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa partisipasi politik erat sekali 
kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya 
diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam 
penyelenggaraan pemerintah.Perasaan kesadaran seperti ini dimulai dari orang 
berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang terkemuka. 
Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang 
mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang palih tahu tentang apa yang 
baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat 
dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan 
warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi 
keputusan politik.Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah 
keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang 
menyangkut atau mempengaruhi hidupnya39. 
Menurut David F Roth dan Frank L. Wilson partisipasi politik terbagi 
dalam empat kategori  
a. Aktivis yang di maksud adalah penggiat kepentingan yang melakukan 
cara-cara politik untuk pencapaian tujuan didalam kepentingan 
mereka. 
38Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka 
Utama, 2008), h. 367-368 
39Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: PT Grasindo, 1992, h.140 
 
 
                                                          
39 
 
b. Partisipan adalah orang yang bekerja untuk kampanye, anggota partai 
secara aktif, partisipan aktif dalam kelompok kepentingan dan 
tindakan –tindakan yang bersifat politis. 
c. Penonton yang dimaksud adalah orang yang menghadiri reli-reli 
politik, anggota dalam kelompok kepentingan, pemilih, dan orang 
yang terlibat dalam diskusi politik. 
Suatu bentuk partisipasi yang paling mudah diukur intensitasnya adalah 
perilaku warga dalam pemilihan umum, antara lain melalui perhitungan 
persentase orang yang mengunakan hak pilihnya dibanding dengan jumlah 
seluruh warga negara yang berhak memilih40. 
Partisipasi politik dapat juga di artikan sebagai keikutsertaan warga dalam 
pemilu demokrasi (Voter turnout) merupakaan elemen dasar dari sebuah rezim 
demokrasi. Salah satu sifat dasar dari demokrasi adalah adanya kompetisi secara 
bebas diantara elite untuk memperebutkan dukungan warga dalam rangka 
menduduki jabatan publik seperti Kepala Desa. Dukungan warga tersebut 
diterjemahkan ke dalam keikutsertaan dalam pemilihan umum guna memilih 
orang atau partai untuk mengisi jabatan-jabatan publik tersebut. 
Tanpa adanya partisipasi warga sama sekali dalam pemilu, maka tidak 
mungkin ada demokrasi, dan tidak akanada pemerintahan demokratis. Sebagai 
misal, semua warga berperilaku “rasional”, dalam arti sangat menghitung untung-
rugi secara personal dari tindakannya, sementara ikut pemilu atau pildes tidak 
memberikan insentif selektif atau personal. Dalam teori ini, partisipasi politik erat 
kaitannya dengan demokrasi, demokrasi tidak dapat di bayangkan tanpa 
40Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka 
Utama, 2008), h.372-373 
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kemampuan warga negara untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses 
bernegara. Partisipasi warga negara adalah jantung demokrasi41. 
Dalam partisipasi politik menurut Charles Andrain dan James Smith dapat 
mengelompokkan tiga bentuk partisipasi. Pertama adalah partisipasi yang lebih 
pasif.Partisipasi dilihat dari keterlibatan politik seseorang, yakni sejauh mana 
orang itu melihat politik sebagai suatu yang penring, memiliki minat terhadap 
politik, dan sering berdiskusi mengenai isu-isu politik dengan teman. Kedua 
adalah partisipasi yang lebih aktif. Yang menjadi perhatian adalah sejauh mana 
orang itu terlibat di dalam organisasi-organisasi atau asosiasi-asosiasi sukarela 
seperti kelompok-kelompok keagamaan, organisasi profesi, dan organisasi buruh. 
Ketiga adalah partisipasi yang berupa kegiatan-kegiatan protes seperti ikut 
menandatangani petisi, melakukan boikot, dan demonstrasi42. 
F. Metodologi Penelitian  
1. jenis penelitian  
Penelitian kualitatif  merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan 
memahami makna yang oleh sejumlah individu dan atau sekelompok orang 
dianggap berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian 
kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-
pertanyaan dan prosedur-prosedur mengumpulkan data yang spesifik dari para 
partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke 
tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian 
ini memiliki struktur atau karangka yang fleksibel.43 
Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk membuat deskripsi 
gambaran atau lukisan secara sistematis, factual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 
41Saiful Mujani, R. William Liddle, Dan Kuskridho Ambardi, Kuasa Rakyat, (Jakarta: 
Mizan Publika Anggota IKAPI), h.76 
42Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2010), h.111 
43John W. Creswell, Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan Mixed, 
(Yogyakarta: Pustaka belajar, 200), h. 4 
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serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki. Terkait dengan metode 
penelitian ini, maka metode penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran 
tentang patronase politik dalam demokrasi lokal pada pemilukades di Desa Jojjolo 
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 
2. Lokasi Penelitian  
Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah di Desa 
Jojjolo Kecamatan Bulukumpa dengan berdasarkan pada rumusan masalah yang 
fokus dalam pemilukades. 
3. Prosedur pengumpulan data  
Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan dua metode 
pengumpulan data, yaitu: 
1. Metode Library Research 
Metode Library Research yaitu cara pengumpulan data dengan jalan 
membaca buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan 
dibahas. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut: 
a) Kutipan langsung yaitu penulis mengutip isi buku yang relevan dengan materi 
penulisan dengan tidak mengubah redaksi baik huruf maupun tanda bacanya. 
Dalam penelitian ini penulis merujuk buku-buku, jurnal, skripsi, dan 
melekukan wawancara terhadap informan tertentu. 
b) Kutipan tidak langsung yaitu penulis mengutip hasil bacaan dengan berbeda 
konsep aslinya, namun tidak merubah makna dan tujuan dalam bentuk 
ikhtisarnya. 
2. Field Research 
Field research yaitu metode pengumpulan data dengan mengadakan 
penelitian secara langsung kepada objek penelitian yang telah di tentukan. Teknik 
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pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dua cara yakni:  
wawancara dan observasi : 
a) Wawancara  
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informasi 
atau orang yang di wawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 
wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial 
yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah 
keterlibatannya dalam kehidupan informan44.  
Dalam penelitian kualitatif penulis melakukan wawancara terhadap 
masyarakat Jojjolo yang berjumlah dua belas orang diantaranya: dua orang 
masyarakat klien, tiga orang tokoh masyarakat (patron), dua orang kepala dusun, 
dua orang PNS, satu orang mahasiswa, dan dua orang bukan pendukung Hj. 
Marniwati. Dari penelitian terhadap informan yang dilakukan penulis dapat 
memberikan informasi mengenai data yang sesuai dengan rumusan masalaah yang 
ada. 
Dalam wawancara bertahap dan berstruktur ini, peneliti belum mengetahui 
secara pasti data apa yang akan diperoleh sehingga dalam hal ini peneliti lebih 
banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan. Berdasarkan tiap 
jawaban dari informan tersebut maka peneliti dapat mengajukan pertanyaan 
berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan. 
b) Observasi  
Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan 
menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra 
lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah 
44Burhan Bungin, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial, (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 111 
 
 
                                                          
43 
 
kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja 
pancaindra mata serta di bantu dengan pancaindra lainnya. Jadi observasi adalah 
metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian 
melalu pengamatan dan pengindraan.45 
4. Teknik Analisis  Data 
Pengolahan data analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik analisis data deskriptif di mana jenis data yang terbentuk informasi baik 
lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data di kelompokkan agar lebih 
mudah dalam menyaring  mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. 
Setelah di kelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar 
lebih di mengerti. Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-
langkah yang di lakukan adalah sebagai berikut: 
a) Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan 
dokumentasi. 
b) Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, transformasi data kasar yang mencul dari catatan lapangan. 
Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak 
sesuai dengan masalah penelitian. 
c) Penyajian data setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah 
penyajian (display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi 
terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah 
dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif. 
 
 
 
45Burhan Bungin, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial, (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 118 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM  
Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan secara umum tentang profil  
daerah Kabupaten Bulukumba mulai dari sejarah terbentuknya Kabupaten 
Bulukumba, letak geografis Kabupaten Bulukumba, dan gambaran singkat lokasi 
Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa sebagai lokasi penelitian dengan cara 
merinci secara jelas. 
A. Kabupaten Bulukumba  
1. Sejarah Kabupaten Bulukumba 
Kabupaten bulukumba mempunyai sejarah tersendiri, diantara kabupaten-
kabupaten yang ada dalam wilayah Sulawesi-Selatan. Kabupaten Bulukuba 
merupakan daerah Tingkat 11 yang bermitologi dari dua kata dalam yaitu 
“bulu’ku” dan “mupa”yang dalam artian masih gunung milik saya atau tetap 
gunung milik saya. Sejarah Bulukumba pertama kali muncul pada abad ke 17 
masehi, ketika terjadinya peperangan saudara antara dua kerajaan yaitu Bone  
Gowa, dari cerita rakyat Bulukumba atau tokhoh adat setempat bahwa pernah 
terjadi peristiwa disuatu kampung bernama tanah kongkong atau sekarang disebut 
jalan menara, dimana kedua utusan kerajaan-kerajaan dari kedua pihak Bone dan 
Gowa bertemu, mereka berunding secara damai dan menetapkan batas wilayah 
masing-masing kerajaan. 
Didalam sejarah Bulukumba terdapat suatu gunung bernama gunung 
Lompo Battang yang dalam artian (kaki bukit), yang merupakan brisan Gunung 
Lompo Battang diklaim oleh pihak kerajaan Gowa sebagai batas wilayah 
kekuasaannya mulai dari Kindang sampai ke wilayah Timur. Namuna pihak 
kerajaan Bone berkeras mempertahankan “kaki bukit” sebagai wilayah 
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kekuasaannya mulai dari Barat sampai Selatan. Berawal dari peristiwa tersebut 
kemudian tercetuslah kalimat dalam bahasa Bugis “bulukumupa”, lambat laun 
pada tingkat dari masa kemasa berubah menjadi Bulukumba, sejak itulah nama 
Bulukumba dikenal dan menjadi sebuah Kabupaten yang sampai sekarang ini kita 
ketahui. 
Bulukumba yang kita telah ketahui pertama kali resmi menjadi sebuah 
Kabupaten karena diterbitkannya Undang-Undang No 29 Tahun 1959, peri hal 
pembentukan daerah-daerah tingkat 11 di Sulawesi-Selatan dan telah menetapkan 
Lambang Daerah pada tanggal 4 februari 1960 dan selanjutnya dilakukan 
pelantikan Bupati pertama yaitu Andi Patarai  pada tanggal 12 februari 1960. 
Arti dalam lambang Kabupaten Bulukumba sesuai dengan peraturan 
daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 1987, ditetapkan lambang Kabupaten 
Bulukumba dengan makna persegi lima, padi dan jagung, perahu phinisi, layar 
perahu phinisi, berjumlah tujuh buah, bertulisan aksara lontara disisi perahu mali 
siparappe, tallang sipahua, dasar biru, persegi lima bermakna sikap batin 
masyarakat Bulukumba yang teguh mempertahankan Pancasila sebagai dasar 
Negara, padi dan jagung bermakna mata pencarian utama dan makna pokok utama 
masyarakat Bulukumba dimana butir padi yang berjumlah 17 batang bermakna 
hari kemerdekaan Indonesia, daun jagung berjumlah delapan daun berarti bulan 
kemerdekaan indonesia, kelopak buah jagung berjumlah empat dan bunga buah 
jagung berjumlah lima bermakna tahun lahirnya kemerdekaan Negara Republik 
Indonesia, sedangkan perahu phinisi, bermakna ciri khas masyarakat Bulukumba 
yang dikenal sebagai panrita lopi dan layarnya berjumlah tujuh buah bermakna 
tujuh buah pula kecamatan tetapi setelah dimekarkan menjadi sepuluh buah, 
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tulisan lontara bermakna perpaduan dua bahasa yaitu Bugis dan Makassar, dan 
makna dasar biru adalah Bulukumba merupakan daerah maritin46. 
2. Letak Geografis  Kabupaten Bulukumba 
Kabupaten bulukumba terletak di bagian Selatan Jasirah Sulawesi dan 
berjarak kurang lebih 153 kilometer dari ibukota Propinsi Sulawesi-Selatan 
dengan luas wilayah kabupaten 1.154,67 Km. Kabupaten Bulukumba terletak dari 
empat sisi bujur Utara Kabupaten Sinjai, sisi bujur timur berdekatan dengan teluk 
Bone dan Pulau Selayar, sisi bujur Selatan berdekatan Laut Flores, dan sisi bujur 
Barat berdekatan kabupaten Bantaeng47. 
Letak geografis Kabupaten Bulukumba terletak antara koordinat 05-20 
sampai 05-40 LS dan 119-58 sampai 120-28 BT. Pembagian batas wilayah 
Kecamatan daerah Bulukumba terbagi atas sepuluh Kecamatan diantaranya: 
1. Kecamatan Ujung Bulu (merupakan ibu kota Bulukumba) 
2. Kecamatan Gantarang  
3. Kecamatan Kindang 
4. Kecamatan Rilau Ale 
5. Kecamatan Bulukumpa 
6. Kecamatan Ujung Loe 
7. Kecamatan Bonto Bahari 
8. Kecamatan Bonto Tiru 
9. Kecamatan Kajang  
10. Kecamatan Herlang 
46Syafrul Patunru, Profil Daerah Kabupaten Blukumba, (Bappeda Bulukumba Statistik, 
2013), h. 1-5. 
47Seksi Integrasi Pengelolahan Dan Diseminasi Statistik, ed., Bulukumba 2015 Dalam 
Angka, (BPS Kab.Bulukumba: 2015), h. 3. 
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Dari sepuluh kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Bulukumba, 
tujuh diantaranya termasuk daerah pesisir sebagai sentra pengembangan 
pariwisata dan perikanan yaitu Kecamatan : Gantarang, Ujung Bulu, Ujunh Loe, 
Bonto Tiro, Kajang, dan Herlang yang merupakan titik penghasilan perikanan 
serta melengkapinya dengan sector parawisata dalam daerah tersebut. Sedangkan 
tiga Kecamatan sentra pengembangan pertanian dan perkebunan yaitu Kecamatan: 
Kindang, Rilau Ale, dan Bulukumpa. 
Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82 C 
samapai 27,68 C  maka iklim yang ada dalam wilayah Kabupaten Bulukumba 
merupaka iklim lembab atau agak basah48. 
3. Visi dan Misi Kabupaten Bulukumba Dalam RPJPD Tahun 2005-2025 
a. Visi  
Visi adalah ungkapan kata yang menggugah akan gagasan masa depan 
ideal yanghendak dituju sekaligus merupakan cerminan ruang pemikiran dan 
representasi keyakinan terhadap masa depan organisasi dalam pandangan 
masyarakat. 
Masyarakat Bulukumba memiliki budaya gotong-royong yang masih 
terpelihara dengan falsafah “Mali Siparappe, Tallang Sipahua“ yang dalam 
ungkapan suku Bugis Makassar merupakan sikap batin untuk mengembangkan 
amanat persatuan dalam mewujudkan keselamatan bersama demi terciptanya 
tujuan pembangunan lahir dan batin, material dan spiritual, dunia dan akhirat. 
Bertitik tolak dari nilai filosofi itu, yang mendasari pembangunan Kabupaten 
Bulukumba untuk mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dalam perspektif 
jangka panjang seperti tertuang dalam RPJPD Kabupaten Bulukumba Tahun 
48Syafrul Patunru, Profil Daerah Kabupaten Blukumba, (Bappeda Bulukumba Statistik, 
2013), h. 7-11. 
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2005-2025, yakni “Kabupaten Bulukumba yang Sejahtera dan Mandiri”. Untuk 
mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan misi pembangunan jangka panjang 
yaitu : 
1. Mewujudkan masyarakat Bulukumba yang sejahtera dan mandiri melalui   
pengembangan agroindustri. 
2.   Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. 
3. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan amanah serta menjunjung tinggi 
supremasi hukum. 
4. Mewujudkan Kabupaten Bulukumba yang bersih lingkungan dan alam yang 
ramah mendukung Indonesia go green. 
5. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah dengan meningkatkan 
kerjasama antar pulau yang berbasis regional dan nasional. 
Strategi untuk pelaksanaan visi pembangunan Kabupaten Bulukumba yang 
telah memasuki tahapan II periode lima tahunan yang merupakan kesinambungan 
dari skala prioritas dan strategi pembangunan tahapan periode lima tahunan 
sebelumnya (2005-2010). Dalam penyusunan Visi Pemerintah Kabupaten 
Bulukumba (RPJMD kedua Tahun 2010-2015), didasarkan pada hasil evaluasi 
pelaksanaan dan pencapaian RPJMD periode pertama serta isu dan permasalahan 
strategis yang dihadapi pada tahun 2010-2015. Selanjutnya bertolak dari kondisi 
aktual dewasa ini, dengan memperhatikan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2008-2013 yaitu “Sulawesi Selatan sebagai Provinsi Sepuluh 
Terbaik dalamPemenuhan Hak Dasar”, maka dirumuskan visi lima tahunan 
Kabupaten Bulukumba yang merupakan penuntun dalam pelaksanaan 
pembangunan dan pengejawantahan dari cita-cita dan aspirasi masyarakat. 
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Adapun visi Pemerintah Kabupaten Bulukumba yaitu “Sejahterakan 
Masyarakat Bulukumba dengan Membangun Desa, Menata Kota, melalui 
Kemandirian Lokal yangBernafaskan Keagamaan”. 
Visi di atas dapat definisikan sebagai berikut: 
Membangun Desa, pembangunan yang dilaksanakan pada semua bidang 
kehidupan dengan titik berat bidang ekonomi, social, dan budaya. Pemanfaatan 
potensi sumberdaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung 
memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Menata Kota, dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah melalui penataan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang kota untuk 
mewujudkan struktur dan RPJMD Kabupaten Bulukumba 2010-2015 64 pola 
ruang kota sebagai pusat permukiman, pemerintahan, jasa, pelayanan sosial, dan 
pusat pertumbuhan ekonomi. 
Kemandirian Lokal, yaitu kemampuan untuk memanfaatkan potensi sumberdaya 
ekonomi, politik, sosial, dan budaya secara optimal yang memerlukan penanganan 
secara efisien, efektif, dan berkesinambungan yang bermuara pada pemenuhan 
kebutuhan hidup. 
Bernafaskan Keagamaan, menegaskan bahwa agama sebagai acuam utama dalam 
proses aktualisasi nilai-nilai budaya dalam rangka proses adaptasi terhadap 
dinamika lingkungan strategis. Proses pembangunan berjalan dengan 
berlandaskan pada tatanan keagamaan yang membentuk prilaku manusia religius 
dengan nilai-nilai spritual dan tetap melekat pada kehidupan masyarakat49. 
 
 
 
49 RPJMD Kabupaten Bulukumba 2010-2015, h. 63 
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b. Misi  
Misi ini menggambarkan keberadaan dan penetapan tujuan dan sasaran 
yang tepat serta menggambarkan keadaan yang ingin diwujudkan. Untuk 
mewujudkan pernyataan visi tersebut di atas, kami implementasikan dalam 
beberapa misi, sebagai berikut: 
1. Berkembangnya kapasitas masyarakat Bulukumba agar mampu 
meningkatkan produktivitasnya secara berkesinambungan dan demokratis. 
2. Mendorong serta memfasilitasi tumbuh-kembangnya kelembagaan 
masyarakat pada semua bidang kehidupan dengan memberikan perhatian 
utama kepada pembangunan perekonomian daerah yang memicu 
pertumbuhan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. 
3. Mengembangkan daerah melalui pemanfaatan potensi dan sumberdaya 
kabupaten sedemikian rupa, sehingga secara langsung mapun tidak langsung 
memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi 
Sulawesi Selatan, serta berdampak positif terhadap pengembangan kawasan 
sekitar. 
4. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan yang partisipatif, transparan, 
dan akuntabel. 
5. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya terhadap segenap 
aspek kehidupan kemasyarakatan.50 
4. Pemerintahan 
Di bidang politik, kecenderungan yang sama juga terjadi. Lembaga-
lembaga politik dalam bentuk partai politik berkembang sangat pesat dilihat dari 
sisi jumlah. Hampir semua partai politik memiliki perwakilan pada mayoritas 
kabupaten.Walaupun demikian, ada kecenderungan bahwa partai-partai tersebut 
50Syafrul Patunru, Profil Daerah Kabupaten Blukumba, (Bappeda Bulukumba Statistik, 
2013), h. 28-29 
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belum mampu menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara optimal. 
Organisasi sosial politik belum mampu memberikan suasana yang kondusif dan 
cenderung memecah belah kekerabatan yang ada pada masyarakat, namun 
fenomena ini merupakan suatu proses pendewasaan berpolitik masyarakat. 
Pembangunan di bidang sosial politik diarahkan untuk mewujudkan 
masyarakatdemokratis berlandaskan hukum, yang ditandai oleh kelembagaan 
demokrasi yang semakin kokoh dan mantap, kuatnya peran masyarakat sipil dan 
partai politik dalam kehidupan politik yang bermuara pada semakin mantapnya 
pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip 
toleransi, non diskriminasi, kemitraan, dan terwujudnya konsolidasi demokrasi 
pada berbagai aspek kehidupan politik, serta semakin tingginya kualitas 
desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisi ini diharapkan akan mendorong 
tercapainyapenguatan kepemimpinan dan kontribusi Kabupaten Bulukumba 
dalam berbagai kerjasamaantardaerah, interdaerah dalam rangka mewujudkan 
tatanan nasional yang lebih adil dandamai dalam berbagai aspek kehidupan. 
Untuk maksud tersebut, pengembangan kelembagaan masyarakat di bidang sosial 
politik diarahkan agar mampu: 
a. Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang politik yang dilakukan 
dengan dan peluang seluas-luasnya kepada segenap lapisan masyarakat untuk 
menyampaikan aspirasi atau bahkan ikut terlibat dalam proses perumusan 
kebijakan dan peraturan yang menyangkut hidup mereka. 
b. Membangun dan menjamin terselenggaranya kehidupan sosial politik (iklim 
dan budaya politik) yang demokratis yang berbasis pada penghormatan nilai-
nilai HAM, prinsip persamaan, kesetaraan, kebebasan, dan keterbukaan, 
toleransi dan anti kekerasan, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai budaya 
seperti musyawarah untuk mufakat serta nilai-nilai budaya lainnya yang 
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relevan, yang dilakukan melalui pendidikan politik dandengan 
mengembangkan komunikasi politik yang sehat. 
c. Membangun kemandirian masyarakat sebagai syarat utama bagi mewujudnya 
masyarakatsipil yang kuat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial 
yang dapat merusak sertamemberdayakan berbagai potensi positif yang 
bermanfaat untuk pembangunan denganterus memperhatikan berbagai 
pengaruh paham-paham dalam kehidupan sosial politikagar tidak terjadi 
akses negatif dan kesenjangan sosial yang merugikan kehidupanmasyarakat. 
d. Menyempurnakan struktur politik yang dititikberatkan pada proses 
pelembagaan demokrasi dilakukan dengan menata hubungan antara 
kelembagaan politik; memantapkan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi 
daerah serta mencegah disintegrasi wilayah dan perpecahan bangsa; dan terus 
melakukan pelembagaan demokrasi secara berkesinambungan untuk 
mendukung berlangsungnya konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan. 
e. Meningkatkan dan memantapkan pemahaman dan kesadaran segenap lapisan 
masyarakat mengenai wawasan kebangsaan dan jati diri bangsa sebagai 
acuan utama dalam mengelola kehidupan sosial politik yang akan bermuara 
pada semakin kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa serta utuhnya Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Proses perkembangan kehidupan berpolitik di 
Kabupaten Bulukumba semakin berkembang menjadi lebih demokratis. 
Perkembangan ini tidak terlepas dari adanya perubahan kehidupan politik di 
tanah air secara umum.Saat ini sistem demokrasi yang berlaku yakni sistem 
demokrasi langsung. Pertumbuhan kekuatan masyarakat sipil di Kabupaten 
Bulukumba merupakan komponen strategis dalam rangka memobilisasi dan 
menyatukan kepentingan, perhatian, dan kebutuhan masyarakat atau bagian 
bagiannya dan untuk menyampaikan kepada pemegang kekuasaan atau wakil 
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partai politik. Sistem politik seperti ini, menempatkan masyarakat Kabupaten 
Bulukumba semakin berdaulat untuk menentukan kepala daerah yang 
berkualitas.51 
5. Sarana dan Prasarana  
Dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi sebagaimana telah 
dijelaskan sebelumnya, selain pengendalian penduduk juga diperlukan penyiapan 
sarana infrastruktur sebagai bagian dari pembangunan infratruktur nasional. 
Infrastruktur yang telah ada maupun yang direncanakan pembangunannya akan 
dimanfaatkan dalam menggerakkan roda perekonomian dan mendorong 
pertumbuhan ekonomi. Sektor transportasi akan dimanfaatkan sebagai pendukung 
perekonomian terutama dalam mendistribusikan arus barang dan penumpang baik 
dari wilayah dalam kabupaten maupun wilayah lainnya. Penyediaan sarana 
perumahan dan pemukiman, antara lain air minum dan sanitasi, secara luas dan 
merata, serta pengelolaan sumberdaya air yang berkelanjutan menentukan tingkat 
kesejahteraanmasyarakat. Untuk itu, pemerintah akan mendorong ketersediaan 
sarana tersebut melalui kerjasama swasta dan masyarakat . 
Selain itu, infrastruktur mempunyai peran yang tak kalah pentingnya untuk 
memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.Infrastruktur seperti kelistrikan, 
telekomunikasi, irigasi, sarana air bersih, pasar, perumahan serta sanitasi 
merupakan aspek penting dalam rangka peningkatan produksi, dan kesejahteraan 
masyarakat.Pembangunan infrastruktur berbasis wilayah semakin penting untuk 
diperhatikan malalui perencanaan yang lebih terarah dengan memperhatikan 
tingkat pertumbuhan ekonomi yang ada.Pembangunan infrastruktur utamanya 
sektor transportasi (jalan, jembatan, terminal, dan pelabuhan) diarahkan menjadi 
sarana untuk membuka isolasi wilayah antardesa dan kecamatan dan ibukota 
51 RPJMD Kabupaten Bulukumba 2010-2015, h. 60-61 
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kabupaten.Ketersediaan pelabuhan laut dan penyeberangan yang representatif 
untuk mendukung lancarnya arus penumpang dan barang, baik yang berasal dari 
dalam maupun dari luar Kabupaten Bulukumba. 
Hal yang paling penting terkait ada di Desa Jojjolo bidang penyediaan 
sarana pendidikan diarahkan kepada upaya menekan angka buta huruf atau 
menaikkan prosentase Angka melek huruf dari 85,35 persen pada tahun 2009 
menjadi 90,23 persen pada tahun 2015. Upaya tersebut melalui penyediaan sarana 
pendidikan secara berjenjang untuk setiap tingkatan pendidikan. Penyediaan 
sarana pendidikan untuk tingkatan mulai dari SD, SLTP, dan SLTA, diupayakan 
dapat memenuhi proporsi kebutuhan sesuai standar penyediaan sarana layanan 
pendidikan. 
 
Tabel 2.1 
Jumlah Sekolah Mulai TK Sampai SLTA Tahun 2012 
 
 
No 
 
Kecamatan   
 Sekolah  
Jumlah 
TK SD SMP SMA 
1 Gantarang 42 46 9 1 98 
2 Ujung Bulu 13 24 8 3 48 
3 Ujung Loe 39 22 5 3 68 
4 Bontobahati 13 34 6 2 55 
5 Bontotiro 24 47 4 3 78 
6 Herlang  18 26 6 2 52 
7 Kajang  21 45 8 3 77 
8 Bulukumpa 42 38 6 3 89 
9 Rilau Ale 28 39 5 2 74 
10 Kindang 20 26 8 2 56 
           Jumlah                                                                               695 
  Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 2013  
Kecenderungan perkembangan sarana pendidikan yaitu, tingkat SD pada 
tahun 2008 sebanyak 381 unit, tidak mengalami perubahan hingga tahun 2009, 
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namun dari segi daya tamping menunjukkan peningkatan. Tingkat SLTP pada 
tahun 2009 sebanyak 54 unit, dan SLTA sebanyak 42 unit. Pada tahun 2012 
mengalami peningkatan tingkat SD sebanyak 387 unit, dan tingkat SLTP 
sebanyak 65 unit. tingkat Dalam jangka panjang kualitas sarana dan prasarana 
pendidikan perlu ditingkatkan guna mendukung penyelenggaraan pendidikan 
formal dan informal yang lebih berkualitas pula.52 
B. Desa Jojjolo 
1. Historis Desa Jojjolo 
Desa Jojjolo mempunyai sejarah tersendiri,diantara Kecamatan-kecamatan 
yang ada dalam wilayah Kabupaten Bulukumba Sulawesi-Selatan. Pada tahun 
1962 terbentuk Desa Lembang pecahan dari Desa Bonto Minasa yang terdiri dari 
2 kepala kampung yaitu; Kampung Lembang yang dijabat oleh Puang Gia dan 
kampung Tibona yang dijabat oleh Puang Husen Tenri, pada saat itu Kecamatan 
Bulukmpa terdiri 14 desa. Adapun Kepala Desa lembang pada saat itu dijabat oleh 
Andi Patawari (Karaeng Gella). Tahun 1963 terbentu desa gaya baru dan di 
adakan penggabungan desa menjadi 9 desa, pada saat itu Desa Lembang digabung 
dengan Desa Jojjolo dan di beri nama Desa Bonto Minasa dan lanjutkan 
pemilihan kepala desa yang diikuti 4 orang calon yaitu, Andi Abd Malik, Husni, 
Abd Rahman, dan Kr Tiro. Hasil pemilihan pada saat itu terpilih Andi Abd Malik 
yang bergelar Karaeng Makku, dan selanjutnya digantikan oleh Abd Rahman. 
Hingga akhirnya pada tahun 1989 terjadi pemekaran dari desa Bonto 
Minasa menjadi 4 desa yaitu; Desa Bonto Minasa, Desa Tibona, Desa batu Lohe 
dan Desa Jojjolo yang pada saat itu dijabat oleh Andi Tajuddin hingga 
didefenitifkan pada tahun 1993. 
 
 
 
52 Syafrul Patunru, Profil Daerah Kabupaten Blukumba, (Bappeda Bulukumba Statistik, 
2013), h. 93-95 
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Tabel 2.2 
Historitas pemilihan Kepala Desa Jojjolo  
 
Tahun Peristiwa 
1989 Terpecahnya Desa Bonto Minasa menjadi 4 Desa yaitu; Desa 
Bonto Minasa, Tibona, Batu Lohe, dan Jojjolo. 
1993 Desa persiapan Jojjolo menjadi Desa Defenitif 
1995-2003 Pada tahun 1995 diadakan pemilihan Kepala Desa jojjolo yang 
diikuti oleh 5 orang calon Kepala Desa yaitu; Andi Tajuddin, 
Muh Dahlan, Muh Yusri, Anto, dan Kr Tiro.Terpilih jadi 
Kepala Desa Andi Tajuddin selama 6 tahun. 
2003-2008 
 
Pada tahun 2003 masa kepemimpinan Andi Tajuddin berakhir 
dan diadakan kembali pemilihan kepala Desa Jojjolo yang 
diikuti oleh 3orang calon yaitu; Muh Dahlan, Cokeng, Syahrir. 
Dan hasil perolehan suara terbanyak maka terpililah Muh 
Dahlan untuk periode ke-2 sebagai kepala Desa Jojjolo. 
2008-2014 Pada tahun 2008 masa kepemimpinan Muh Dahlan berakhir 
dan diadakan kembali pemilihan Kepala Desa Jojjolo yang di 
ikuti 3 orang calon yaitu, Muh Dahlan, Muh Jufri, dan syahrir. 
Hasil perolehan suara terbanyak maka terpilih Muh Dahlan 
untuk periode ke-2 sebagai Kepala Desa Jojjolo. 
2014-2016 Masa periode kepemimpinan bapak Muh Dahlan berakhir pada 
tanggal 12 November 2014 dan pada saat itu juga diangkat 
Muhammad Aspar sebagai penjabat kepala Desa Jojjolo 
sampai pada tanggal 9 Juni 2016. 
 
2016-
Sekarang 
Pada tanggal 26 April 2016 di adakan pemilihan Kepala Desa 
Jojjolo yang di ikuti 5 orang calon yaitu; Muh Dahlan, Hj 
Marni, Kamiluddin, Coken, dan Syahrir. Jadi, yang terpilih 
menjadi Kepala DesaJojjolo ialah Hj Marniwati. 
 
Sumber : Kepala Desa Jojjolo, Kepala Dusun, dan Tokoh Masyarakat 
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2. Letak Geografis dan Luas Wilayah 
Desa Jojjolo merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan 
Bulukumpa Kabupaten Bulukumba terletak kurang lebih antara koordinat bujur 
120.224796 BT dan keordinat bintang -5.380575 LS dengan jumlah penduduk 
sebanyak 4.700 jiwa. 
Wilayah Desa Jojjolo secara administratif  memiliki batas sebagai berikut. 
Sebalah utara    : Berbatasan dengan Desa Bontominasa Kec. Bulukumpa  
Sebelah selatan  : Berbatasan dengan Desa Salassae Kec.Bulukumpa  
Sebelah timur     :Berbatasan dengan desa bonto biraeng Kec.Kajang  
Sebelah barat     : Berbatasan dengan Kel. Balla Saraja Kec.Bulukumpa  
Desa Jojjolo merupakan salah satu desa dari 14 desa yang ada di 
Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Pembagian batas wilayah Desa 
Jojjolo Kecamatan Bulukumpa terbagi atas delapan Dusun diantaranya: 
1. Dusun Balumbung 
2. Dusun Malebbang 
3. Dusun Lajae 
4. Dusun Kalakae 
5. Dusun Bippajeng 
6. Dusun Bonto Kamase 
7. Dusun Batu Nilamung 
8. Dusun Lembang 
 Desa Jojjolo dikenal penduduk berprofesi sebagai  petani.Luas wilayah 
Desa Jojjolo 10.686 HA sebagai pusat pemerintahan Kecematan dan Kabupaten, 
sebagian besar lahan di Desa Jojjolo digunakan sebagai lahan pertanian, 
perkebunan, persawahan dan berdagang.Desa Jojjolo mengalami musim kemarau 
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dan musim penghujang dalam tiap tahunnya.Jarak pusat Desa Jojjolo dengan ibu 
kota Kabupaten yang dapat ditempuh melalui perjalanan kurang lebih 42 KM. 
3. Visi Misi Desa Jojjolo 
Visi Desa Jojjolo yaitu “Membangun Desa Jojjolo yang sejahtera dan 
mandiri dengan melibatkan komponen masyarakat dalam prinsip transparansi dan 
pelayanan maksimal. Gambaran tentang visi tersebut sebagai berikut: Desa 
mandiri artinya basis perekonomian masyarakat Jojjolo dikembangkan ke arah 
pengembangan kemandirian, sejahtera artinya memiliki ekonomi dan penghasilan 
sendiri berdasarkan budaya yang ada. 
Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional organisasi 
(pemerintah) yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, sehingga dapat 
mengikuti iramah perubahan zaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada 
masa mendatang. Sebagai penjabaran dari visi yang telah diterapkan di atas, 
pernyataan misi mencerminkan tentang segalah sesuatu yang akan dilaksanakan 
untuk pencapaian visi tersebut. Misi Desa Jojjolo untuk mewujudkan visi sebagai 
berikut: 
1. Peningkatan kapasitas pelayanan aparat 
2. Optimalisasi fungsi BPD dalam pengawasan pembangunan Desa Jojjolo 
3. Optimalisasi fungsi LPMD dalam pembangunan 
4. Pelatihan keterampilan masyarakat  
5. Optimalisasi sumber daya alam  
6. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Desa Jojjolo 
7. Mendorong peningkatan kualitas pendidikan  
8. Meningkatkan pelayanan kesehatan. 
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4.  Jumlah Penduduk 
Jumlah penduduk Desa Jojjolo dalam kurung waktu 2015 yakni, 
berdasarkan jenis kelamin bahwa jumlah penduduk laki-laki sekitar 2.335 jiwa 
dan perempuan sekitar 2.365 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut pada table 
tampak nampak bahwa desa Jojjolo memiliki penduduk yaitu 4.700 jiwa. 
 
Tabel 2.3 
Jumlah penduduk per-dusun di Desa Jojjolo  
NO NAMA DUSUN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 
1 Bonto Kamase 341 342 683 
2 Malebbang 205 214 419 
3 Lajae 309 320 629 
4 Balumbung 367 376 743 
5 Kalakae 322 360 682 
6 Bippajeng 315 327 642 
7 Lembang 265 267 532 
8 Bonto Nilamung 211 161 372 
     Jumlah 2.335 2.365 4.700 
Sumber : Kantor Desa Jojjolo 
Dari jumlah penduduk di desa tersebut diatas dapat di jumlah menurut 
perdusun yang berjumlah 2.335 laki-laki, 2.365 perempuan, dan jumlah 
keseluruhan penduduk dari delapan dusun yang ada di Desa Jojjolo sebanyak 
4.700 orang. 
5.  Keadaan Sosial 
Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat 
tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non-formal 
mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan. Keadaan sosial penduduk desa 
Jojjolo tersaji dalam tabel tersebut. 
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Tabel 2.4 
Peningkatan Taraf Pendidikan  
 
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH SATUAN 
1 Belum Sekolah 178 Jiwa 
2 SD/ Sederajat 2.777 Jiwa 
3 SMP/ Sederajat 1.651 Jiwa 
4 SMA/ Sederajat 131 Jiwa 
5 Diploma/Sarjana 60 Jiwa 
Sumber : Profil Desa Jojjolo 
Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa masyarakat Desa Jojjolo memiliki 
pemahaman bahwa pendidikan sangat penting untuk kita raih, walaupun masih 
terbilang rendahnya tingkat pendidikan yang ada dalam masyarakat tertentu.  
C. Profil Singkat Hj. Marniwati 
Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa 
Kabupaten Bulukumba pada tanggal 26 April 2016 terdapat lima calon kepala 
Desa. Adapun nama-nama calon yaitu: Kamiluddin, Hj. Marniwati, Hj. Dahlan, 
Coken, dan Syahrir. Dari lima calon tersebut Kemudian Hj. Marniwati-lah 
melakukan politik transaksional terhadap tokoh masyarakat atas kepentingan 
politiknya. Ide ini muncul bila Muh. Jufri (suami dari Hj Marniwati) semasa 
mencalonkan kepala desa  di Desa Jojjolo tidak terpilih pada priodenya karena 
belum memahami situasi masyarakat yang ada di Desa Jojjolo bahwa ada 
hubungan keterikatan antara tokoh masyarakat dengan  masyarakat petani yang 
disebut dengan patron-klien. hubungan ini mulai diketahui bila ia mencalonkan 
sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diusung dari Partai PPP. 
Hal inilah berlanjut kepada Hj. Marniwati terkait patronase yang menjalar kuat 
ditengah masyarakat Jojjolo.  
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BAB III 
PEMBAHASAN 
 
A. Bentuk Patronase Politik Terpilihnya Hj. Marniwati  Pada Pemilihan 
Kepala Desa Tahun 2016 Di Desa Jojjolo Kacamatan Bulukumpa 
Kabupaten Bulukumba. 
Bentuk hubungan kekuasaan antara patron dan klien menjadi suatu norma 
yang menjadi kekuatan moral tersendiri dimana didalamnya berisi hak-hak dan 
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Hak dan kewajiban di 
fungsikan dalam hubungan keterikatan sejauh memberikan jaminan kebutuhan, 
perlindungan, dan keamanan dasar bagi klien. Usaha-usaha yang dilakukan untuk 
merumuskan kekuasaan dalam mempertahankan kedudukan maupun keuntungan, 
berupa bantuan diantaranya: pengadaan hewan ternak yang di subsidi dari 
pemerintah daerah, pengadaan biogas, dan bantuan lainnya. Bentuk kekuasaan ini 
berlaku semestinya karena pada dasarnya hubungan sosial adalah hubungan antar 
kelas atau status dimana masing-masing membawa perannya. Peran ini 
berdasarkan fungsi masyarkat dan bergerak sesuai dengan bidangnya masing-
masing.  
Hubungan kekuasaan yang terjalin antara tokoh masyarakat (patron) 
dengan masyarakat petani (klien) dapat di tukar dengan memberikan dukungan 
suara kepada calon Hj. Marniwati dalam pemilihan kepala desa di Desa jojjolo. 
Olehnya itu, bentuk kekuasaan yang terbangun adalah balas jasa yang dapat 
memperoleh keuntungan-keuntungan dari adanya pertukaran kepentingan yang 
dilakukan masing-masing pihak. Dengan adanya bentuk hubungan yang terjalin 
maka dapat dikatakan dalam hubungan ini terjadi simbiosis mutualisme 
(hubungan saling menguntungkan) antara tokoh masyarakat (patron) dengan 
masyarakat petani (klien). Kemudian Hj. Marniwati miminta dukungan terhadap 
tokoh masyarakat (patron) dengan memberikan jabatan politik bila terpilih 
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menjadi kepala Desa Jojjolo. Hal ini membuat Hj. Marniwati terpilih pada 
pemilihan kepala Desa Jojjolo yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2016. 
1. Bentuk-Bentuk  Patronase 
Hubungan patron-klien di Desa Jojjolo yang dimaksud disini adanya 
kepentingan yang ingin dicapai oleh tokoh masyarakat (patron) melalui kekuasaan 
politik, dan ekonomi. Sehingga dapat terjalin hubungan balas jasa dari masyarakat 
petani (klien) yang diberikan bantuan tersebut. Proses terbentuknya sistem 
menguasai dalam kehidupn masyarakat petani (klien) terjadi ketika tokoh 
masyarakat (patron) memiliki peranan atau kemampuan dalam pengenbangbiakan 
ternak (sapi) melalui suntik yang sangat diperlukan bagi masyarakat di desa 
tersebut. Kemudian masyarakat mempunyai rasa tanggung jawab untuk membalas 
jasa terhadap apa yang telah diberikan oleh tokoh masyarakat (patron). Bentuk 
hubungan politik ini kemudian dianggap semakin memperkuat kedudukan seorang 
tokoh masyarakat (patron) di desa tersebut dalam setiap ajang politik, mulai dari 
pemilihan presiden sampai pada tingkat pemlihan kepala desa.  
Hubungan ini yang kemudian dianggap sebagai hal yang melegitimasi 
kekuasaan dari tokoh masyarakat (patron) dalam menentukan pilihan calon 
kandidat kepala desa di Desa Jojjolo pada tahun 2016, dengan memilih Hj. 
Marniwati sebagai calon kepala desa di desa tersebut. Pemilihan kepala desa di 
Desa Jojjolo sebagai ajang kekuasaan tokoh masyarakat (patron) dalam 
memenangkan setiap pemilukades.  
Berikut adalah kutipan hasil wawancara dengan informan yang bernama 
Sudirman (patron) salah satu masyarakat Jojjolo yang berprofesi sebagai ketua 
kelompok tani: 
“Hubungan saya terhadap masyarakat terjalin karena dia 
membutuhkan kehadiran saya dalam memberikan perkawinan pada hewan 
ternak (sapi) yang dimiliki masyarakat, juga banyak memberikan bantuan 
lain, dan disisi lain dia adalah keluarga saya. Ada beberapa masyrakat 
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mengiginkan saya untuk maju jadi kepala desa namun, saya belum 
kepikiran kesana karena masih ada calon yang bisa memimpin Desa 
Jojjolo yang mengutamakan kepentingan rakyat. Walaupun saya tidak 
mencalonkan jadi kepala desa Jojjolo, masyarakat masih terbantu baik 
bantuan dari calon kepala desa yang terpilih priode ini maupun bantuan 
dari saya dan tokoh-tokoh masyarakat”.53 
Menurut wawancara diatas tersebut, bahwa tokoh masyarakat (patron) 
sangat diperlukan kemampuannya dalam memberikan bantuan kepada masyarakat 
petani. Olehnya itu, hubungan ini menjadi ajang pertukaran kepentingan pada 
masing-masing pihak, jadi memang terjadi saling mendukung dan menguatkan 
kepentingan. Dalam pemilihan tersebut tokoh masyarakat (patron) berprofesi 
sebagai penguasa yang diikuti oleh banyak masyarakat petani untuk memilih Hj. 
Marniwati sebagai calon kepala desa di desa tersebut.  
a) Hubungan Ekonomi 
Dari bentuk hubungan ekonomi ditengah tokoh masyarakat (patron) di 
desa Jojjolo membuahkan hasil yang cukup baik, masyarakat petani diberikan 
bantuan untuk memudahkan hidupnya juga tidak lepas dengan memelihara ternak 
meskipun disubsidi dari Pemerintah Daerah. Kemudian hasil dari pemeliharaan 
ternak sapi yang dipelihara oleh masyarakat petani (klien) merupakan miliknya 
ketika sudah mengistor dua anak ternak (seharga satu ekor sapi yang berukuran 
besar) kepada Sudirman selaku tokoh masyarakat (patron). Dari hubungan ini 
masyarakat petani (klien) merasa terbantu akan adanya pemeliharaan sapi ternak, 
kemudian balasan yang diperoleh terhadap tokoh masyarakat (patron) adalah 
masyarakat petani (klien) mengabdikan dirinya diatas kepentingan sang patron.  
Dari segi ekonomi nampaknya tokoh masyarakat (patron) memiliki 
keluasan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat petani demi kebutuhan 
sehari-hari agar tetap menjadi pengikut setia sang patron. Sebagai bentuk balasan 
53Sudirman (Ketua Kelompok Tani) 48 Tahun, Wawancara tanggal 21 Agustus 2016, di 
Desa Jojjolo  
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dari masyarakat petani (klien) memberikan hak suaranya pada setiap pemilihan 
serta bantuan lainnya. Bentuk hubungan ini bukan cuman memanfaatkan satu 
pihak, namun dipihak lain sama-sama merasakan kehadirannya. Sesuai dengan 
wawancara salah satu informan yang mengatakan, yakni: 
“Kami punya peliharaan ternak (sapi) dan menikmati makanan setiap 
waktunya (memasak melalui Biogas) olehnya itu kami berterima kasih 
dengan cara diantaranya; baik itu melalui pemilihan maupun ketika 
memerlukan bantuan kami dan Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari 
beliau (Sudirman)  kebutuhan kami sedikit terpenuhi”54.  
Berdasarkan wawancara dari informan diatas, bahwa pengaruh elit di Desa 
Jojjolo sangat besar pengaruhnya yang membuat masyarakat petani (klien) ikut 
membantu untuk memenuhi kepentingan politik elit (patron).  
Teori elit percaya bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok 
kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran 
pada kekuasaan sosial dan politik  secara penuh.55 Elit merupakan suatu kelas 
yang terdiri atas mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominasi yang 
dianggap bahwa elit adalah individi-individu yang menduduki posisi puncak 
dalam istitusi-istitusi ekonomi, dan politik. Menurutnya individu-individu yang 
termasuk dalam kelompok elit merupakan golongan yang relatif sangat terpadu, 
homogen dan erat berhubungan satu dengan lainnya. Mereka menduduki posisi 
puncak pada suatu institusi berasal dari latar belakang sosial dan pandangan hidup 
yang relatif matang, karena mereka mempunyai latar belakang pendidikan yang 
cukup baik. Demikian juga mereka sering bertemu dalam perkumpulan-
perkumpulan sosial yang diselenggarakan oleh berbagai kelompok sosial.56  
54 Rampe (Masyarakat Petani) 38 Tahun, Wawancara tanggal 20 Agustus 2016 di Desa 
Jojjolo. 
55 SP Varma, Teori Politik Modern, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2010), h.202 
56SP Varma, Teori Politik Modern., (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2010), h.204  
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Masyarakat petani (klien) akan selalu bersama dengan tokoh masyarakat 
atau elit (patron) di Desa Jojjolo dikarenakan kebutuhan ekonomi mereka 
diperhatikan dan juga membantu dalam pengembangbiakan ternak melalui 
suntikan yang peliharaan masyarakat petani tersebut. Terlepas dari itu walaupun 
mereka ada hubungan keterikatan masyarakat petani (klien) dengan elit (patron) 
hubungan ini dianggap berlaku semestinya karena adanya tolong menolong yang 
mesti dilakukan masing-masing pihak. 
Hubungan ekonomi ini terjadi hubungan balas jasa antara tokoh 
masyarakat (paton) dengan masyarakat petani (klien). Hubungan ini kemudian 
dijadikan batu-loncatan bagi Hj. Marniwati selaku calon kepala desa di Desa 
Jojjolo dengan cara mendekati patron agar bisa memenangkan dirinya sebagai 
kepala desa di Desa tersebut. Olehnya itu, Hj. Marniwati yang dibantu oleh patron 
dapat memberikan jabatan sesuai kesepakatan sebelumnya. Dengan adanya 
masyarakat petani (klien) yang membutuhkan bantuan seorang patron, sehingga 
menyebabkan terjadinya ikatan kepentingan baru yang terbangun antara Hj. 
Marniwati dengan tokoh masyarakat (patron). Kemudian patron mendapatkan 
jabatan selaku sekertaris desa di Desa tersebut. Adapun hasil wawancara terhadap 
salah satu informan yang selaku tokoh masyarakat (patron) yakni: 
“Secara pribadi saya memilih Hj. Marniwati karena dia memberikan 
jabatan selaku sekertaris desa bila terpilih, ini kemudian saya jadikan 
tolok-ukur karena sebenarnya saya punya keinginan juga jadi kepala desa 
di Desa Jojjolo cuman saya belum lolos jadi calon. Masyarakat juga 
mendukung, dan tetap mengikuti siapa yang mesti saya pilih57. 
Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa tokoh masyarakat (patron) 
mengharapkan jabatan maka dari itu memilih Hj. Marniwati selaku calon yang 
terpilih jadi kepala desa di Desa Jojjolo. Kemudian kepentingan politik ini dilatar 
57 Hasyim (Sekertaris Desa) 46 Tahun, Wawancara Tanggal 14 Agustus 2016  di Dusun 
Balumbung. 
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belakangi hubungan balas jasa dari adanya bantun ekonomi yang diberikan 
terhadap  masyarakat klien oleh masyarakat patron. Kemudian bentuk hubungan 
ini yang terjalin di desa Jojjolo merupakan sebuah alat untuk memperoleh 
kekuatan jabatan dalam pemerintahan di Desa Jojjolo. Walaupun di desa tersebut 
masih kental kekeluargaannya namun, dalam pemilihan patronlah yang 
mengendalikan masyarakat (klien) dalam memilih calon tersebut. Jadi memang 
terjadi saling mendukung dan menguatkan kepentingan. 
Tokoh masyarakat (patron) selama ini memang mendominasi pengaruhnya 
di Desa Jojjolo, dari hubungan ini kemudian pengaruhnya dapat menjalar ke 
berbagai sektor lainnya seperti sektor politik dan ekonomi. Ini tidak terlepas dari 
adanya kemudian resiko yang tertanam jelas dalam diri masyarakat petani (klien) 
bahwa dari hubungan balas jasa ada yang mesti menjadi balasan kepada tokoh 
masyarakat (patron) yakni patuh terhadap apa yang sudah menjadi aturan dalam 
ikatan hubungan patronase di desa Jojjolo. 
 
Pemimpin semestinya layak dicontoh atau ditauladani bila menegakkan 
kebenaran  sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Al- A’raaf: 3 yang berbunyi. 
 
                            
 
Terjemahnya:  
Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah 
kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu 
mengambil pelajaran daripada pemimpin-pemimpin yang membawamu 
kepada kesesatan.58 
Maksud dari ayat diatas menjelaskan kepada pemimpin-pemimpin bahwa 
hendaklah kamu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan berikanlah petunjuk 
58 Abdullah Yusuf Ali, Al-Quran Terjemahan dan Tafsirannya (Cet. 1, Jakarta: Pustaka 
Pirdaus 1993) h.528 
 
 
                                                          
67 
 
terhadap orang-orang yang dipimpinnya sebagaimana yang diperintahkan oleh 
Allah Swt.  
b) Hubungan Politik 
bentuk hubungan politik ini yang terjalin antara tokoh masyarakat (patron) 
dengan masyarakat petani (klien) di Desa Jojjolo dikarenakan adanya kepentinga 
yang ingin dicapai oleh masing-masing pengiat kepentingan melalui adanya 
tolong-menolong atau balas jasa. Hubungan ini merupakan hubungan politik 
karena dianggap memperkuat kedudukan seorang tokoh masyarakat (patro) di 
desa Jojjolo dalam setiap pemilihan baik dari pemilihan presiden maupun tingkat 
pemilihan kepala desa.  
Hubungan ini masyarakat petani (klien) yang kemudian memilih Hj. 
Marniwati sebagai calon kepala desa di Desa Jojjolo yang disepakati oleh tokoh 
masyarakat (patron) menjadi kepala desa tersebut. Dalam pemilihan kepala desa 
di Desa Jojjolo tahun 2016 berhasil mengantarkan kemenangan Hj. Marniwati 
sebagai pemenang kepala desa dari empat lawan politiknya. Lebih lanjut dalam 
pemilihan kepala desa di Desa Jojjolo tergolong menarik karena tingkat partisipasi 
politik dari masyarakat cukup tinggi. 
Pemilihan kepala desa di Desa Jojjolo yang telah menarik perhatian 
masyarakat termasuk penulis karena dimana masyarakat petani (klien) masih 
menaruh harapan terhadap tokoh masyarakat (patron) agar tetap ada bantuan atau 
pertolongan dari tokoh masyarakat (patron). Adanya hubungan timbal-balik 
merupakan  suatu barometer yang dijadikan tolok-ukur dalam setiap pemilihan 
kepala desa di Desa Jojjolo bahwa yang terpilih adalah calon dari Patron. 
Berdasarkan hasil wawancara salah satu informan atas nama Sakka yang 
mengatakan bahwa: 
“Saya memilih kepala Desa Jojjolo berdasarkan siapa yang dipilih 
oleh Sudirman, jadi saya memilih berdasarkan pilihannya. Saya mengikuti 
Sudirman karena orangnya baik, suka membantu masyarakat, dan dia juga 
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sebagai tokoh masyarakat di desa Jojjolo ini. Masalah menang kalahnya 
calon itu diluar dari dugaan saya yang jelas saya dukung”.59 
Dari hasil wawancara diatas membuktikan bahwan tokoh masyarakat 
(patron) punya peranan untuk memenangkan setiap calon kepala desa yang 
diusung atau didukung dalam pemilihan kepala desa di Desa Jojjolo. Kemudian 
hubungan ini dalam kehidupan sosial maupun kehidupan politik diikat dengan 
hubungan balas jasa atau tolong-menolong karena masing-masing pihak saling 
membutuhkan satu sama lain. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pareto dan Mosca, bahwa kehadiran 
elit politik penting dan bahkan merupakan ciri khas semua masyarakat. membuat 
penguatan terhadap makna yang terkandung di dalam model elit ini, bahkan 
model elit mempunyai pembawaan yang penuh dengan permainan politik didalam 
masyarakat. Dimana elit memberikan penyadaran bahwa dalam konteks sebagai 
masyarakat yang memerintah merupakan kelompok masyarakat yang 
mendominasi permainan politik, baik dalam hal proses mendapatkan kekuasaan 
maupun dalam mengimplementasikan segala tindakan kekuasaan yang dimiliki.   
Tokoh masyarakat (patron) yang menjadi elit dianggap orang yang 
berpengaruh dalam bidang politik serta disegani oleh masyarakat petani (klien), 
karena keberadaan tokoh masyarakat (patron) dapat membantu keluarga 
masyarakat petani (klien) di Desa tersebut baik dari kebutuhan ekonomi maupun 
kebutuhan lainnya.   
Masyarakat yang rata-rata pekerjaan sehari-harinya bertani, berternak, dan 
membantu patron melancarkan proyeknya (menggali penampungan biogas). 
Meskipun ada diantara masyarakat petani yang belum mendapatkan peliharaan 
ternak dan biogas, disisi lain mereka diberikan bantuan berupa pengembangbiakan 
59 Sakka (Masyarakat Petani) 40 Tahun, Wawancara Tanggal 29 Agustus 2016 di Desa 
Jojjolo. 
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ternak (sapi) melalui suntikan. Sehubungan hal ini ada salah satu informan yang 
dapat memberikan informasi kepada penulis melalui wawancara yakni: 
“Sebagian besar masyarakat di Desa Jojjolo lebih khususnya di dua 
Dusun yakni dusun Balumbung dan dusun Kalakae yang mendapatkan 
peliharaan hewan ternak (sapi) dan biogas yang diberikan oleh Sudirman 
(tokoh Masyarakat), walaupun belum kebagian semua tapi kita sebagai 
masyarakat bersyukur atas kebaikan dia untuk mengutamakan kepentingan 
masyarakat disini. Saya pribadi walaupun bukan orang dekatnya Sudirman 
tetap saya apresiasi karena dia mampu berbuat di Desa Jojjolo sehingga 
kita patut teladani dan mesti kita bantu dalam kepentingan politik mereka 
yang endingnya ke masyarakat”.60 
Dari penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Sudirman 
sebagai tokoh masyaraakat mampu menghipnotis masyarakat Desa Jojjolo dengan 
cara memberikan bantuan materil. Dengan adanya elit sebagai patron di desa 
Jojjolo dapat dinilai bahwa ada kepentingan politik yang ingin diperoleh dari 
hubungan balas jasa atau tolong-menolong.  
Tingkat pengaruh patron dan banyaknya pengikut dalam masyarakat 
petani tersebut ditentukan dari bentuk hubungan yang dijalin dengan masyarakat 
petani (klien). Bilamana masyarakat klien terasa terbantu kebutuhannya maka ia 
semakin sadar atas bantuan yang telah diberikan oleh elit atau patron. 
Berangkat dari kekuatan politik patron atau elit yang terjadi di Desa 
Jojjolo pada suatu hubungan ekonomo dengan masyarakat petani (klien). Ini 
terjadi karena patron berada dalam posisi pemberi barang dan jasa yang sangat di 
butuhkan oleh si klien beserta keluarganya agar mereka bisa tetap hidup. Rasa 
wajib membalas pada diri si klien muncul lewat pemberian bantuan ini selama 
bantuan tersebut masih dirasakan mampu memenuhi kebutuhannya yang 
diperlukan. Sifat pribadi patron menunjukkan hubungan ekonomi yang berjalan 
terus dengan lancar akan menimbulkan rasa simpati antar kedua belah pihak, yang 
60Asdar (PNS) 36 Tahun, Wawancar  tanggal 16 Agustus 2016 di Dusun Kalakae. 
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selanjutnya membangkitkan rasa saling percaya dan rasa dekat. Dekatnya 
hubungan ini kadangkala diwujudkan dalam bentuk penggunaan istilah panggilan 
yang akrab bagi partnernya. Dengan adanya rasa saling percaya ini seorang klien 
dapat mengharapkan bahwa si patron akan membantunya jika dia mengalami 
kesulitan, misalnya masyarakat butuh pengemukan sapi, ternaknya mau dijual, 
dan kebutuhan lainnya. Sebaliknya si patron juga dapat mengharapkan dukungan 
dari klien apabila pada suatu saat dia memerlukannya. 
Melalui praktik politik patron diatas kemenangan Hj. Marniwati dalam 
pemilihan kepala desa di Desa Jojjolo, ini merupakan bentuk kekuatan dari ke dua 
patron yang dapat membantu dalam pemilukades berlangsung. Sehingga, praktek 
semacam ini dianggap sebagai sebuah hal yang mustahil terjadi karena dalam 
proses pemilihannya masyrakat petani (klien) tidak melihat figur namun lebih 
cendrung kepada pilihan politik tokoh masyarakat (patron). 
Secara umum bentuk patronase yang terjadi di desa tersebut yakni Hj. 
Marniwati menawarkan jabatan selaku sekertarisnya pada patron yang bernama 
Hasyim M (tokoh masyarakat) ketika kelak terpilih jadi kepala desa tertentu. 
Sehubungan dengan soal bagi-bagi kepentingan yang dilakukan oleh calon yang 
bernama Hj. Marniwati (kepala desa Jojjolo yang terpilih), terhadap patron yang 
bernama Hasyim M. Hasyim ini sempat mendaftar bakal calon kepala desa, 
namun dalam proses penentuan calon namanya tidak masuk dalam daftar calon 
kepala desa Jojjolo dari lima calon yang bertarung dalam pemilukades. Begitu 
menariknya dalam pemilihan kedua patron ini menjadi bahan pembicaraan dalam 
penulisan karya ilmiah karena walaupun beda kepentingan tetap sama dalam 
mendukung Hj. Marniwati sebagai calon kepala desa. Awalnya Sudirman 
mendukung Hasyim namun tidak terpilih jadi calon kepala desa tertentu akhirnya 
sama-sama memberikan dukungan kepada Hj. Marniwati. Dilihat dari kedua 
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patron ini antara Sudirman dengan Hasyim memiliki hubungan darah yang sama 
dan bisa jadi hubungan darah ini yang membuat sama-sama mendukung Hj. 
Marniwati atas kepentingan yang diperoleh nantinya.   
Berikut wawancara terhadap salah satu informan sebagai berikut: 
“Dalam pencalonan kepala desa saya sempat maju atas kemauan 
masyarakat namun dalam penyeleksian berkas saya tidak sempat terpilih  
jadi calon kepala desa Jojjolo karena lawan poitik saya rata-rata tamatan 
S1(sarjana) sedangkan saya hanya ijasa SMA. Kata masyarakat kemana 
pun saya dalam menentukan pilihan politik baik memilih siapa, dia tetap 
mengikuti saya. ini terjadi karena saya lebih mengutamakan kepentingan 
rakyat dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Saya tidak mengenal 
waktu baik malam maupun siang bila masyarakat membutuhkan saya tetap 
bantu”.61 
Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa klien patron 
membuktikan kesetiaannya untuk membantu mengwujudkan kepentingan politik 
sang patron. Akhirnya Hasyim sebagai patron menjabat selaku sekertari Desa 
Jojjolo berkat atas bantuan tolong-menolong dari masyarakat petani (klien). 
Adapun kesimpulan penulis terkait dengan politik transaksional yang dilakukan 
tokoh masyarakat dengan calon atas nama Hj. Marniwati ini disebabkan karena 
adanya ambisi kekuasaan untuk menduduki kursi pemerintahan yang sipatnya 
mengwujudkan kepentingan politik agar kekuasaannya bisa tersebar luas 
khususnya di Desa Jojjolo. 
2. Kekuatan Politik Patron Dalam Pilkades Di Desa Jojjolo Tahun 2016 
a) Kekuatan Tokoh Masyarakat 
Kultur masyarakat petani di Desa Jojjlo, tokoh masyarakat yang dimaksud 
disini adalah tokoh pemuda dan tokoh adat masih menjadi pemimpin opini 
ditingkat masyarakat yang suaranya masih didengar. Oleh sebab itu, tidak heran 
bila ada kandidat dan tim sukses melakukan berbagai pendekatan dan strategi 
61Hasyim (Sekertaris Desa) 46 Tahun, Wawancara Tanggal 14 Agustus 2016 di Dusun 
Balumbung. 
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untuk mempengaruhi opini orang-orang tersebut, dengan harapan tokoh tersebut 
akan menggunakan pengaruhnya untuk memilih sang kandidat. Dengan melihat 
kondisi masyarakat Desa Jojjolo yang sebagian besar masih menganut budaya 
patronase, kandidat merekrut beberapa elit atau tokoh masyarakat (patron) yang 
berpengaruh di Desa Jojjolo untuk kemudian dijadikan tim sukses untuk menarik 
simpatisan sebanyak-banyaknya. 
Penulis disini menilai bahwa adanya tokoh masyarakat dalam suatu 
kelompok masyarakat yang dipercaya mampu menjadi pemimpin dan bisa 
membimbing masyarakat dalam kehidupan yang harmonis, aman dan makmur. 
Mereka dipilih sebagai pemimpin atau tokoh masyarakat (patro) dalam 
masyarakat petani (klien) karena dianggap berpengaruh dan bisa membawa 
aspirasi untuk kepentingan masyarakat di desa Jojjolo, sehingga pada pemilukades 
di Desa Jojjolo 2016 yang lalu peranan tokoh masyarakat dibutuhkan oleh 
kandidat sebagai salah satu tim sukses untuk meraup suara agar bisa terpilih jadi 
kepala desa di Desa Jojjolo. 
Fenomena tersebut dipergunakan oleh calon Hj. Marniwati untuk menarik 
dukungan massa di desa jojjolo. Pada tataran memperoleh simpati dan legitimasi 
suara dukungan dari masyarakat petani (klien), maka calon tersebut mendekati 
tokoh masyarakat (patron). Artinya, calon kepala desa ini mengerti dan kemudian 
memanfaatkan pola patronase yang dipergunakan untuk menggalang dukungan 
massa (klien). berdasarkan wawancara salah satu informan yang mengatakan 
sebagai berikut: 
“Dengan adanya tokoh masyarakat yang mendukung Hj Marniwati 
merupakan keuntungan bagi calon. Karena kehadiran mereka (tokoh 
masyarakat), calon tersebut tidak kesulitan dalam meraup suara, 
masyarakat desa Jojjolo cenderung menitik beratkan pilihannya pada figur 
ke tokohan sehingga keberhasilannya dalam pemilihan kepala desa tidak 
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lepas dari strategi antara calon dengan tokoh masyarakat terhadap 
masyarakat desa Jojjolo”.62 
Sejauh ini pola komunikasi antara tokoh masyarakat (patron) dengan calon 
kepala desa Jojjolo (Hj Marniwati) menjadi pilihan strategis dalam memenangkan 
pemilihan kepala desa di Desa Jojjolo. Tokoh masyarakat merupakan sasaran 
kampanye paling strategis, sehingga setiap ada pemilihan di Desa Jojjolo 
dikunjungi oleh para calon. Keyakinan para colon terhadap pengaruh tokoh 
masyarakat menjadi penyebab kenapa dipilih sebagai arena kampanye. Pola-pola 
hubungan ini merupakan pola umum yang digunakan oleh calon dalam setiap 
pemilihan di Desa Jojjolo. Sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat Desa 
Jojjolo, tokoh masyarakat masih dipandang penting dalam sistem kepercayaan 
masyarakat termasuk dalam persoalan politik pemilihan kepala desa. Terkait 
dengan hasil wawancara oleh salah satu informan  yang mengatakan sebagai 
berikut: 
“Hal senada juga diutarakan oleh Iwan mengatakan bahwa 
masyarakat di Desa Jojjolo bila mendapatkan peliharaan hewan ternak 
(sapi) mereka sangat gembira, bahkan mereka memuji tokoh masyarakat 
dengan cara membesar-besarkan namanya. Kemudian juga masyarakat 
memberikan imbalan, dan secara tidak langsung akan taat kepada tokoh 
masyarakat, apabila dikemudian hari masyarakat tidak mengikuti 
kepentingannya maka konsekuensinya adalah hewan ternak yang 
dipelihara oleh masyarakat akan di minta oleh tokoh masyarakat”.63 
Dari penjelasan tersebut masyarakat petani (klien) menghindari dengan 
adanya kebencian sang patron dengan cara mengikuti dan mengabdikan dirinya 
dengan jalan memilih calon sesuai yang didukung tokoh masyarakat (patron) serta 
mendukung kepentingan politik lainnya. 
 
62Sudirman (Masyarakat Wirasuwasta) 28 Tahun, Wawancara Tanggal 3 September 2016 
di Desa Jojjolo 
63Iwan (Mahasiswa) 22 Tahun, Wawancara Tanggal 30 Juli 2016 di Kampus Algasali 
Bulukumba. 
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b) Kekuatan Calon Kepala Desa Mempengaruhi Tokoh Masyarakat 
Calon kepala desa tersebut memainkan peranan penting dalam realitas 
politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejak awal berlangsungnya 
pemilihan kepala desa Jojjolo calon tersebut telah melakukan peranan dalam 
sistem politik patronase. Kemudian sistem politik patronase ini calon tersebut 
mengunakan strategi pendekatan kepada tokoh masyarakat (patron) untuk 
menduduki sebuah jabatan pemerintahan di desa Jojjolo. Fenomena ini sangat 
menarik ditengah masyarakat Jojjolo karena kedua belah pihak antara calon 
kepala desa dengan patron melakukan negosiasi politik untuk kepentingannya 
masing-masing. 
Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa yang mendominasi 
kepentingan politiknya adalah tokoh masyarakat (patron) karena dalam logika 
kekuasaan dikarenakan ada pengaruh patron dalam memiliki sebuah jabatan. Ada 
sebuah spekulasi politik dan kekuasaan yang diharapkan dari tokoh masyarakat 
yang memberikan dukungan politik kepada kontestan pilkades, yaitu akan 
meningkatkan karir di masyarakat desa Jojjolo ketika calon yang didukung 
menang jadi kepala desa. Pada suatu sisi tokoh masyarakat (patron) diharapkan 
bersikap professional dalam penjenjangan karirnya, karir tokoh masyarakat 
ditentukan oleh pejabat desa Jojjolo dalam hal ini kepala desa Jojjolo. Sementara 
mereka kepala desa adalah pejabat politik yang dipilih dari tokoh masyarakat 
(patron) melalui mekanisme politik. 
Pada pemilukades Desa Jojjolo tahun 2016 tokoh masyarakat terang-
terangan mendukung Hj. Marniwati dengan jalan sebagai tim sukses calon. 
Dengan mengajak kerabatnya atau meskipun tidak diajak masyarakat petani 
(klien) dia akan sadar atas bantuan yang di berikan kepadanya untuk menambah 
massa pendukung dalam memilih Hj. Marniwati. Hal ini terbukti atas pengakuan 
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salah satu informan yang menyarankan untuk tidak disebutkan namanya dalam 
penulisan karya ilmiah ini, yakni: 
“sebagai masyarakat biasa mesti kita ikut sama tokoh masyarakat 
karena ketika kita mendegarkan perintahnya maka tokoh masyarakat 
mudah memberikan bantuannya”64. 
Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa tokoh masyarakat kuat 
pengaruhnya untuk memobilisasi massa dengan mendukung Hj. Marniwati sebgai 
calon kepala desa di Desa Jojjolo. Tokoh masyarakat kadang juga mengunakan 
money politics untuk mendukung calonnya, money politics ini dilakukan diluar 
pengikut patron atau masyarakat petani (klien) demi mengujudkan kepentigannya. 
Kekuasaan patron sebagai tokoh masyarakat sangat berpengaruh di masyarakat 
Desa Jojjolo walaupun diluar hubungan  masyarakat (klien), dengan kedudukan 
jabatan sebagai tokoh masyarakat mampu memberikan suara terbanyak terhadap 
calon Hj. Marniwati baik dengan cara mengunakan money politics maupun balas 
jasa dari masyarakat petani (klien). Hal ini terbukti dari salah satu informan yang 
bukan masyarakat klien yang mengatakan bahwa: 
“Saya memilih bukan melihat calonnya, karena ada tim sukses dari 
calon yang memberikan uang kepada saya sebut saja tokoh masyarakat 
makanya saya pilih dengan cara itu. Ini uang sudah ada didepan mata 
kenapa kita harus menolaknya, belum tentu kalau terpilih dia 
memperhatikan kita lagi”.65 
Dari penjelasan diatas membuktikan bahwa bukan hanya masyarakat 
petani (klien) yang mendung kepentingan politik patron. Namun, ada masyarakat 
yang menerima money politics dari tokoh masyarakat. Kepentingan inilah yang 
kemudian dianggap melegitimasi kekuasaan patron dalam setiap pemilihan calon 
di Desa Jojjolo. 
 
64 Salah satu informan (Masyarakat Desa Jojjolo) 43 Tahun,  Wawancara tanggal 2 
Agustus 2016 di kediaman beliau. 
65 Salah satu Informan (Masyarakat Jojjolo) 46 Tahun, Wawancara tanggal 23 Juli di 
Desa Jojjolo. 
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B. Pengaruh Patronase Terhadap Partisipasi Masyarakat Terpilihnya Hj. 
Marniwati Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 Di Desa Jojjolo 
Kacamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 
1. Dikuasainya Suara Pada Pilkades 2016  
Dari hasil pilkades langsung sejak 9 juni 2016 yang sudah menghasilkan 
kepala desa Jojjolo yang baru, dengan perolehan suara 45 persen dimenangkan 
kalangan tokoh masyarakat (patron) dari jumlah keseluruhan suara pendukung Hj. 
Marniwati sekitar 63 persen.66 Tokoh masyarakat (patron) notabene adalah 
pegawai negeri Sipil (PNS) dan juga sebagai ketua kelompok tani.  
Dalam pilkades tokoh masyarakat (patron) terlibat langsung untuk 
mendukung Hj. Marniwati sebagai calon kepala Desa Jojjolo. Meuncul 
kecenderungan yang kuat bahwa ketika kesempatan terbuka lebar, tokoh 
Masyarakat (patron) memilih kemauan untuk ikut memperebutkan jabatan politik. 
Mereka ditawarkan jabatan sebagai sekertaris desa di Desa Jojjolo. 
Kecenderungan tokoh masyarakat (patron) mendukung Hj. Marniwati sebagai 
kepala Desa Jojjolo guna menunjukkan bahwa punya pengaruh terhadap 
masyarakat di Desa Jojjolo. 
Penulis beranggapan bahwa, kalangan tokoh masyarakat (patron) yang 
memenangkan pilkades bisa dilihat dari sisi positif dan negatif. Dari sisi positif, 
bisa menjelaskan bahwa masyarakat petani (klien) tersa terbantu dengan adanya 
bantuan dari tokoh masyarakat dan juga diberikan pelayana yang baik bilah 
hewan ternaknya membutuhakan perkawinan sperma yang melalui suntikan dari 
patron. Sedangakan sisi negatifnya menjelaskan bahwa masyarakat petani (klien) 
menyalahi aturan demokrasi lokal dan juga terjadi keterikatan kepentingan kepada 
tokoh masyarakat. Dalam masalah ini, diakibatkan dengan rendahnya pendidikan 
politik masyarakat petani (klien) sehingga mudah terjebak dalam kepentingan 
66 Hasyim M (sekertaris Desa) 46 Tahun,  Wawancara tanggal 14 Agustus 2016  di 
Dusun Balumbung. 
 
 
                                                          
77 
 
politik patron. Merekalah yang mendukung Hj. Marniwati agar terpilih jadi kepala 
desa di Desa Jojjolo.  Artinya, masyarakat petani (klien) tidak memiliki kesiapan 
dalam hal sumber daya manusia (SDM) sehingga masih bergantung pada tokoh 
masyarakat yang memiliki sumber daya yang tinggi, baik dibidan ekonomi 
maupun dibidan politik.  
 Lebih lanjut, peran tokoh masyarakat (patron) menjadi mendua (ambigu), 
antara menjadi politikus atau pelayan publik. Patron memiliki hak asasi politik 
untuk memenangkan siapa saja yang sejalan dengan kepentingn politiknya untuk 
memperebutkan jabatan ditingkat daerah. Ketika penulis melakukan wawancara 
dengan Hasyim mereka mengaku ditawari jabatan sebagai sekertaris desa di Desa 
Jojjolo sebagaimana dikatakan yakni:  
“Saya mendukung Hj Marniwati karena sudah ada kepastian dari dia 
dan juga ada bukti kesepakatan yang saya pegang, ketika terpilih jadi 
kepala desa di Desa Jojjolo Hj. Marniwati memberikan jabatan selaku 
sekertaris”.67 
Berdasarkan hasil wawancara diatas membuktikan bahwa patron 
memainkan peranya sebagai tokoh masyarakat dengan meraup keuntungan dari 
masyarakat (klien). Hal ini terjadi karena adanya tawaran politik dari Hj. 
Marniwati selaku calon kepala desa di Desa Jojjolo. 
2. Tingginya Partisipasi Pemilih Dalam Pilkades Di Desa Jojjolo 
Godaan politik memang cukup besar dari calon yang bernama Hj. 
Marniwati terhadap tokoh masyarakat (patron), sehingga patron memanfaatkan 
hubungan balas jasa dari masyarakat petani (klien) dengan jumlah keanggotaan 
yang cukup besar yang berpotensi menyediakan suara terbanyak dari lima calon 
yang bertarung menjadi kepala desa di Desa Jojjolo. Kehususnya menjelang 
pilkades, banyak dari pendukung calon selain pendukung Hj. Marniwati yang 
67 Hasyim M (sekertaris Desa) 46 Tahun, Wawancara tanggal 14 Agustus 2016  di Dusun 
Balumbung. 
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menawarkan untuk memilih calon pendukung tersebut, namun hati masyarakat 
tidak mampu terpengaruh dari godaan. Ini membuktikan kesetiaanya kepada 
tokoh masyarakat untuk tetap mendukung  patronya yang memberikan banyak 
bantuan kepadanya. 
Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran (Al- Maaidah : 57) yang 
berbunyi. 
 
                      
                    
Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil Jadi 
pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu Jadi buah ejekan dan 
permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab 
sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan 
bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang 
beriman.68 
Ayat ini menjelaskan cara memilih pemimpin yang benar agar tidak 
membuat kerugian bagi umat islam dan hendaklah bertakwa kepada Allah agar 
membawa kebaikan kepadamu.  
Salah satu hal yang sangat mendorong tingginya partisipasi politik dalam 
pilkades di desa Jojjolo karena adanya hubungan timbal-balik antara tokoh 
masyarakat (patron) dengan masyarakat petani (klien), juga tokoh masyarakat 
sekaligus selaku tim sukses  Hj. Marniwati yang memberikan monay politics 
terhadap masyarakan yang bukan masyarakat klien. Ini terjadi karena patron 
banyak membantu masyarakat petani yakni berupa: pengadaan hewan ternak, 
biogas, pengembangbiakan ternak (sapi) melalui suntikan, memberikan uang, dan 
68Abdullah Yusuf Ali, Al-Quran Terjemahan dan Tafsirannya (Cet. 1, Jakarta: Pustaka 
Pirdaus 1993) 
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bantuan lainnya. Sehingga balasan yang diperoleh sang patron dari masyarakat 
petani yaitu mengikuti dengan cara memilih calon tersebut demi mengwujudkan 
kepentingan politik tokoh masyarakat (patron).  
Hal yang paling terpenting terkait partisipasi masyarakat didalam 
pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Jojjolo terlihat pada jumlah wajib pilih 
yang berjumlah 3.613 orang, yang tidak memilih (golput) 988 orang, jadi jumlah 
wajib pilih yang menggunakan hak suaranya berjumlah 2.625 orang, Sedangkan 
suara Hj. Marniwati yang diperoleh berjumlah 1.072 orang.69 
Dari data diatas membuktikan bahwa masyarakat di Desa Jojjolo tingkat 
partisipasinya dalam pilkades terbilang tinggi untuk memilih Hj. Marniwati, 
walaupun masih ada beberapa masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya 
(golpot), namun dalam pilkades tahun 2016 ini proses pemilihannya memerlukan 
waktu kurang lebih 15 jam. Ini membuktikan bahwa tingginya partisipasi 
masyarakat membuat penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Jojjolo 
mengalami kelambatan dalam penghitungan suara.  
Wawancara dengan Kepala Dusun Balumbung  
“Saya selaku tim suksenya Hj. Marniati, sebagai tim sukses jarang 
tinggal di rumah perbanyak bertemu dengan masyarakat karena 
masyarakat harus dikawal sempat ada dari calon lain memberikan 
serangan fajar. Walaupun kita punya banyak suara namanya juga politik 
bisa berubah kapan saja”.70  
Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa peranan sebagai tim 
sukses punya tanggung jawab besar untuk memenangkan calon tersebut. Informan 
ini bernama Syamsuddin selaku kepala dusun di Balumbung dia punya hubungan 
keluarga terhadap (patron), namun mereka bergerak diluar pengaruh tokoh 
masyarakat (patron). Artinya, masyarakat (klien) yang mendukung Hj. Marniwati 
69Ambo Enre, (ketua pps) 35 Tahun, wawancara tanggal 14 Agustus 2016 di Desa 
Jojjolo. 
70Syamsuddin (Kepala Dusun) 44 Tahun , Wawancara tanggal 23 Agustus 2016 di Desa 
Jojjolo. 
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tidak lagi dipengaruhi karena sudah terikat dalam hubungan timbal-balik antara 
patron dengan klien.  
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Setelah penulis melakukan penelitian di Desa Jojjolo Kecamatan 
Bulukumpa Kabupaten Bulukumba mengenai skripsi yang berjudul “Patronase 
Politik Dalam Demokrasi Lokal (Analisis Terhadap Terpilihnya Hj. Marniwati 
Pada Pemilukades Di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 
Bulukumba)”, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut : 
1. Bentuk Patronase Politik terpilihnya Hj marniwati Pada Pemilihan Kepala 
Desa Tahun 2016 Di Desa Jojjolo Kacamatan Bulukumpa Kabupaten 
Bulukumba, hadir dalam berbagai bentuk yakni melalui hubungan ekonomi 
dimana tokoh masyarakat (patron) memiliki kekayaan, dan keterampilan yang 
diperlukan kehadirannya bagi masyarakat petani (klien). Sehingga klien 
merasa terbantu atas bantuan seorang patron, kemudian klien membalas 
kebaikan atas bantuan patron dengan cara mengabdikan dirinya atas 
kepentingan seorang patron. Juga melalui hubungan Politik yang dimaksud 
disini adalah tokoh masyarakat punya peranan penting dalam pemilihan yang 
diselenggarakan di Desa Jojjolo dengan berpeluan untuk memenangkan Hj. 
Marniwati. Adapun kekuatan-kekuatan politik patronase dihadirkan oleh 
sosok seperti tokoh masyarakat (patron) dan Hj. Marniwati selaku Calon 
kepala desa. 
2. Pengaruh patronase terhadap partisipasi masyarakat terpilihnya Hj. Marniwati 
pada pemilihan kepala desa tahun 2016 di Desa Jojjolo Kecamatan 
Bulukumba Kabupaten Bulukumba berdampak pada : 
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a) Dikuasainya suara pada pilkades 2016 disebabkan karena tokoh 
masyarakat (patron) ikut terlibat dalam memperebutkan jabatan politik 
untuk mendukung Hj. Marniwati dalam pemilihan kepala desa 
(pilkades) di Desa Jojjolo, kemudian bentuk hubungan ini merupakan 
balas jasa dari klien atas dasar bantuan yang diberikan kepadanya. 
b) Tingginya partisipasi pemilih dalam pilkades karena masyarakat petani 
(klien) merasa berutang budi terhadap bantuan patron, sehingga 
menyebabkan klien antusias dalam pemilihan kepala desa di Desa 
Jojjolo memilih Hj Marniwati. 
B. Implikasi penelitian 
Setelah penulis melakukan penelitian dan penelusuran politik lokal yang 
ada di desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, maka adapun 
saran atau implikasi dari penulis sebagai berikut: 
1. Perlunya penelitian lebih lanjut tentang patronase politik terhadap 
pemilihan kepala desa di desa Jojjolo guna menciptakan proses politik 
lokal yang sesuai dengan muara sistem politik demokrasi yang ideal. 
2. Sebaiknya penulisan patronase politik terhadap pemilihan kepala desa di 
desa Jojjolo lebih diperluas lagi, agar supaya menjadi bahan pertimbangan 
sekaligus bahan renungan bagi generasi penerus, khususnya generasi 
pelanjut bangsa Indonesia. Terutama mengenai keterikatan balas-budi 
antara tokoh masyarakat (patron) dengan masyarakat (klien). 
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